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IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung merupakan salah satu dinas yang

pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tentang

Pembentukan dan Tata Kerja Dinas di Provinsi Lampung. Untuk mencapai visi dan misi

yang diemban oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung perlu didukung dengan

adanya program dan kegiatan serta sumber daya manusia.

Pada  tahun  2018 Anggaran Belanja Langsung Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Lampung yang bersumber dari APBD sebesar Rp 6.785.587.184,00 yang terdiri 10 program

dan 44 kegiatan dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.385.987.291,00 sehingga realisasi

anggaran pada tahun 2018 mencapai 94,11%.

Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2018

berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 adalah “Tinggi” untuk 3 (tiga) indikator

kinerja karena interval nilai realisasi kinerja di atas 91 dengan rincian sebagai berikut :

 Persentase pertumbuhan jumlah Koperasi Aktif Tahun 2018 sebesar 81.83% atau

menunjukkan capaian kinerja sebesar 104,91% dari 78% koperasi yang ditargetkan.

 Persentase pertumbuhan wirausaha baru sebesar 79,69% atau menunjukkan

capaian kinerja sebesar 103,49% dari 77% yang ditargetkan.

 Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, paten

sebesar 75% atau menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% dari 75% yang

ditargetkan.

Permasalahan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja sehingga keberhasilan

yang dicapai belum maksimal adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia,

keterbatasan pangsa pasar, aksesbilitas yang rendah terhadap sumber daya produktif

serta rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan usaha koperasi.

Solusi dalam menghadapi permasalahan dan kendala di atas antara lain dengan

melaksanakan program peningkatan kualitas kelembagan Koperasi, sosialisasi UU Nomor

25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, diklat bagi Pembina Koperasi dan UKM,
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BAB I PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No.

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Koperasi,

Usaha Kecil Dan Menengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan

pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran

serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya

memenuhi aspirasi masyar

Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian tujuan dan

sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi

daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada

lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan

harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
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tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung diwajibkan untuk menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian

kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target

yang telah ditetapkan.

1.2Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Sejarah terbentuknya Dinas Koperasi dan UKM pada mulanya sebagai berikut :

Tabel 1.1

Dasar Hukum Pembentukan OPD

No Bentuk
Kebijakan

Tahun Dilaksanakan

Nomor 17 Tahun 2000
Tentang Tata Kerja Dinas di Provinsi Lampung terbentuklah
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung
Nomor 11 Tahun 2007
Tentang Pembentukkan dan Tata Kerja Dinas Provinsi
Lampung, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan menjadi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi
Lampung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Lampung

3 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009
Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Provinsi Lampung,
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dengan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung kembali
menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung

4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Dinas Koperasi,
UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
diubah kembali menjadi tiga Dinas yang mandiri yaitu Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Provinsi Lampung;
Dinas Perindustrian Provinsi Lampung; dan Dinas Perdagangan
Provinsi Lampung

5 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung maka berubahlah nama Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi Lampung menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah provinsi Lampung (Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Lampung)

1 Peraturan Daerah

2 Peraturan Daerah
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Tabel. 1.2

Daftar Pegawai

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh SATRIA ALAM,

S.E., M.Si yang sekarang telah serah terima jabatan oleh Drs. ISRON FADTRICAR, M.H

pada tanggal 18 Desember 2018 dengan nomor SK Pelantikan  821.21/1007/VI.04.2018

tentang Pengankatan, Pergeseran dan Pemberhentian Pejabat Tinggi Pratama, dalam

JUMLAH KUALIFIKASI

PANGKAT/GOL

JUMLAH PEJABAT

PEGAWAI
KOPERASI DAN

UMKM
STRUKTURAL FUNGSIONAL

1 2 3 4 5

PNS : 102 S3 : 1 IV/e : 1 Ess IV = 22 Widya Iswara. =3 org

PTHL : 8 S2 : 14 IV/d : 0 Ess III = 5

S1 : 58 IV/c : 2 Ess II = 1

D4 : - IV/b : 3

D3 : 4 IV/a : 11

D2 : - III/d 41

D1 : - III/c : 11

SLTA : 25 III/b : 17

SLTP : - III/a : 5

SD : - II/d : 2

II/c : 3

II/b : 4

II/a : 2

I/d : 0

I/c : 0

I/b : 0

I/a : 0

Jumlah PNS PNS : 102 102
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pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam

struktur organisasi dibawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1. SusunanOrganisasiDinasKoperasidanUKMProvinsi Lampung terdiridari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagian Perencanaan;

c. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi , membawahi :

1) Seksi Perizinan;

2) Seksi Kelembagaan;

3) Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Data Koperasi;

d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :

1) Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;

2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan

Menengah;



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2018

I - 5

3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;

e. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :

1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;

2) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;

3) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;

f. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :

1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;

2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;

3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;

g. UPTD Badiklatkop dan UKM, membawahi :

1) Sub Bagian Tata Usaha;

2) Seksi Penyelenggara;

3) Seksi Monitoring dan Evaluasi;

h. UPTD Perkuatan Modal KUKM, membawahi :

1) Sub Bagian Tata Usaha;

2) Seksi Teknis Operasional;

3) Seksi Pembinaan dan Pengawasan;

i. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu, membawahi :

1) Sub Bagian Tata Usaha;

2) Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;

3) Seksi Pelayanan Usaha;

j. Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara.

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh

seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

(2) Bidang/UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e,f,g,h dan i,

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang/UPTD yang di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e,f,g, h dan i, dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang/UPTD yang bersangkutan.
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(5) KelompokJabatanFungsionalsebagaimanadimaksudpadaayat (1) hurufj,

dipimpinolehseorangPejabatFungsional senior

sebagaiKetuaKelompokdanbertanggungjawabkepadaKepalaDinas.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Dan Susunan Perangkat Daerah Lampung  mempunyai tugas dan kewajiban :

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung mempunyai tugas

melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas

dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Dan Menengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah;

2. Pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan

anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;

3. Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian izin

usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi

Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor

cabang pembantu dan kantor kas yang wilayah keanggotaannya antar

Kabupaten/Kota tingkat provinsi;

4. Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan

pinjam Koperasi di tingkat provinsi;

5. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;

6. Pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan

Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;

7. Pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
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8. Penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan

baru dan penciptaan iklim usaha kondusif bagi UKM di tingkat provinsi;

9. Pemberdayaan UKM  yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan,

kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para

pemangku kepentingan di tingkat provinsi;

10. Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi

menengah;

11. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat

provinsi;

12. Pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;

13. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya

pemberdayaan dalam rangka pembinaan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;

14. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan

penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP) / Unit Simpan

Pinjam Pola Syariah (USPPS);

15. Pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaannya antar

Kabupaten/Kota;

16. Pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan

Koperasi, yang wilayah keanggotaanya lintas Kabupaten/Kota;

17. Pemberdayaan dan pelindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar

Kabupaten/Kota dalam provinsi;

18. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan

19. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

 Kepala Dinas

a. KepalaDinasKoperasi, Usaha Kecil

danMenengahmempunyaitugaspokokmemimpin,

mengendalikansertamengkoordinasikanpelaksanaantugasDinasKoperasi, Usaha

Kecil danMenengah yang menjadikewenangannya,
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tugasdekonsentrasidantugaspembantuan yang

diberikanolehPemerintahkepadaGubernur, sertatugaslainnya yang

sesuaidengankebijaksanaan yang

ditetapkanolehGubernurberdasarkanperaturanperundang-undangan yang

berlaku.

b. Untukmenyelenggarakantugaspokoksebagaimanadimaksudpada ayat (1),

KepalaDinasKoperasi, Usaha Kecil danMenengahmempunyaifungsi :

1. Perumusankebijakan, pengaturandanpenetapanstandar/

pedomanpelaksanaantugasdibidangDinasKoperasi, Usaha Kecil

danMenengah;

2. Perumusan program kerjaDinasKoperasi, Usaha Kecil

danMenengahsebagaipedomankerja;

3. PenyediaandukunganpengembanganKoperasidan UKM

sertakerjasamaantarkebupaten/ kotabidangkoperasidan UKM;

4. PembinaandanpemberdayaanKoperasidan UKM;

5. Pembinaanterhadappelaksanaantugaskelompokjabatanfungsionaldilingkun

ganDinasKoperasi, Usaha Kecil danMenengah;

6. Pembinaan, pengendalian, pengawasandankoordinasi;

7. Pengelolaankesekretariatan; dan

8. Pelaksanaantugas lain yang

diberikanolehatasansesuaidengantugasdanfungsinya.

 Sekretariat

a. Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan

teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga,

perencanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pembinaan organisasi,

tatalaksana dan perundang – undangan serta memberikan pelayanan

administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah.

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi;

1. Penyusunan rencana dan program;

2. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya

Manusia (SDM);

3. Pengelolaan urusan keuangan;
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4. Pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;

5. Penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksaan, humas, dan

penyusunan perundang-undangan;

6. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan

melaksanakan kerjasama di bidang Koperasi, Usaha Kecil danMenengah;

7. Penyelenggaraanmonitoringdanpengendalianpersiapandanlaporandinas;

dan

8. Penyelenggaraantugas lain yang diberikanolehatasan.

c. Sub Bagian umum dan kepegawaian

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, tata naskah dinas, kearsipan dan

keprotokolan, memberikan layanan administrasi umum kepegawaian,

menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pembinaan kepegawaian, menyusun

rencana kebutuhan mutasi dan promosi serta pengembangan SDM kepegawaian.

d. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan

bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja,

pembukuan/akuntansi, pengelolaan barang milik negara, verifikasi dan

perbendaharaan.

e. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan

melaksanakan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pengembangan

program, perumusan kebijakan serta evaluasi program dan kegiatan

perkoperasian dan UKM tingkat prvinsi.

 Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi

Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi,

pelaksanaan dan evaluasi pembinaan perizinan dan penguatan kelembagaan

Koperasi yang meliputi layanan perizinan dan Badan Hukum Koperasi, oraganisasi

dan tata laksana, penyuluhan perkoperasian serta monitoring, evaluasi pelaporan

dan data Koperasi.
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a. Seksi Perizinan

Seksi Perizinan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan

kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan layanan perizinan Koperasi yang

meliputi memfasilitasi izin usaha simpan pinjam koperasi tingkat provinsi,

memfasilitasi izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan

kantor kas KSP dan KSPPS yang wilayah keanggotaannya antar

kabupaten/kota serta fasilitasi perizinan lainnya.

b. Seksi Kelembagaan

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan

kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi, meliputi:

pendaftaran dan Badan Hukum Koperasi, organisasi dan tatalaksana,

penyuluhan perkoperasian serta gerakan masyarakat sadar koperasi.

c. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi

Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi mempunyai tugas

pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

pembinaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi, meliputi :

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi koperasi tingkat

provinsi dan kabupaten/kota.

Bidang pengawasan dan Pemeriksaan

Bidang pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi

pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi, meliputi penilaian

kesehatan koperasi, pemeriksaan kelembagaan dan usaha kopersi serta penerapan

perturan dan sanksi.

a. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi

Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi mempunyai tugas pokok menyiapkan

bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan penilaian

kesehatan koperasi tingkat provinsi, meliputi koperasi yang mengelola usaha

simpan pinjam dan koperasi yang mengelola usaha sektor rill.

b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
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Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan

pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi tingkat provinsi terkait

kepatuhan terhadap pertauran dan perundang-undangan koperasi.

c. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi

Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi mempunyai tugas pokok menyiapkan

bahan perumusan kebijanan teknis pembinaan dan melksanakan penerapan

peraturan dan sanksi perundang-undangan koperasi.

Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi,

pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan koperasi yang meliputi fasilitasi usaha

koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi serta pengembangan, penguatan

dan perlindungan koperasi.

a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan

perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemberdayaan

koperasi melalui fasilitasi usaha koperasi tingkat provinsi.

b. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan

melaksanakan pemberdayaan koperasi melalui peningkatan kualitas SDM

koperasi tingkat provinsi.

c. Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi

Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai

tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan

dan melaksanakan pemberdayaan koperasi melalui pengembangan,

penguatan dan perlindungan koperasi tingkat provinsi.

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai tugas

pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan,

koordinasi, fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan UKM yang meliputi



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2018

I - 12

fasilitasi usaha UKM, pengembangan, penguatan dan perlindungan UKM, serta

peningkatan kualitas kewirausahaan.

a. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah

Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan

melaksanakan pemberdayaan UKM melalui fasilitasi usaha UKM.

b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil

dan Menengah

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan

Menengah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan

kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan pemberdayaan Usaha Kecil

dan Menengah melalui pengembangan, penguatan dan perlindungan Usaha

Kecil dan Menengah.

c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan permusan kebijakan teknis pembinaan dan

melaksanakan pemberdayaan UKM melalui peningkatan kualitas

kewirausahaan.

1.4Isu Strategis

Isu Trategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung adalah :

1. Belum optimalnya kinerja pelayanan kepada masyarakat dari aparatur Koperasi

dan UKM

2. Rendahnya daya saing produk UKM dalam menghadapi pasar domestik dan

global

3. Masih rendah  kualitas kinerja  kelembagaan Koperasi dan UKM

4. Lemahnya akses bagi Koperasi dan UKM pada sumber daya produktif

(pembiayaan dan penjaminan)

5. Lemahnya daya saing sumber daya manusia pada KUKM
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6. Kurang kondusifnya iklim usaha bagi Koperasi, dan UKM

7. Belum optimalnya penyerapan lapangan kerja disektor Koperasi dan UKM

8. Masih rendahnya inovasi dan keterampilan sdm (pelaku)  dalam pengembangan

UKM

9. Rendahnya kapasitas lembaga pelayanan permodalan dalam menunjang kinerja

UKM

10. Masih banyaknya koperasi tidak aktif

1.5Landasan Hukum

LKIP Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang

Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Lampung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2013 - 2018.
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8. KeputusanGubernur Lampung No. 6/919/B.XII/HK/2014

tentangPenetapanIndikatorKinerjaUtamaPemerintahProvinsi Lampung Tahun

2015-2019 Tanggal 15 Desember 2015

9. PeraturanGubernurNomor 17 Tahun 2017

TentangPetunjukTeknisPenyusunanPerjanjianKinerja, PelaporanKinerja an Tata

Cara ReviuAtasLaporanKinerjaInstansiPemerintahProv Lampung

10. PeraturanGubernurNomor 70 Tahun 2017

TentangPetunjukTeknisPenyusunanDokumenPerencanaan,

PengendaliandanEvaluasi Pembangunan padaPerangkat Daerah yang

terintegrasidenganSistemAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah (SAKIP)

PemerintahProv Lampung di LingkunganPemerintahProvinsi Lampung

1.6 InovasiTerbaru

Inovasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung adalah :

1. BedahKoperasi, adalah program

pendampinganmanajemenusahadantatakelolakoperasi, adanyabedahkoperasi

yang bermanfaatuntukmeningkatkanpersentasejumlahkoperasiaktif di Provinsi

Lampung,

membuatkoperasimenjadilebihberkembangdenganadanyapendampinganbagim

anajemenusaha.
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2. PengembanganKoperasi Ecotourism

gunapemerataankesejahteraanmasyarakatdisekitardestinasiwisata.

Pemerintahdaerahmembentukdanmengembangkankoperasi di

sekitardestinasiwisata. Inovasi ini bermanfaat agar pengelolaaan destinasi wisata

dapat lebih baik dan manfaat pengembangan wisata dapat lebih merata bagi

masyarakat sekitar destinasi.

3. Pemasaran KUMKM berbasis e-commerce,

dalamrangkapersainganpemasaranproduk KUMKM yang

kompetitifdenganmemanfaatkan market place melalui e-commerce

denganmenggandengperusahaan yang sudahternama di Indonesia yang

berbasis online. Inovasi ini bermanfaat agar para pelaku KUMKM tidak perlu

repot untuk menyewa tempat atau membuka cabang diluar wilayahnya untuk

memasarkan produknya dan adanya efisiensi waktu bagi pembeli yang sibuk

dengan kegiatan rutinnya untuk memenuhi kebutuhan belanja.
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1.7Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung

Lampung Tahun 2018 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi

SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA
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BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

a. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung adalah

merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta

merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan

terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang

bersangkutan, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung.

Rencana  Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung yang ditetapkan

untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019

ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Dan Ukm Nomor

422/SK/V.15/IX/2017 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Koperasi,

Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2015-2019. Penetapan jangka waktu 5

tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Lampung

terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Dan Menengah Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian

akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung tersebut ditujukan

untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2015-2019.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung telah

melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Lampung

Tahun 2015-2019 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga
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Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung merupakan hasil

kesepakatan bersama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung dan

stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung

tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Dan Menengah Lampung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1

(satu) tahun. Didalam Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung

dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu

tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh

pimpinan dan seluruh staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung. Visi

tersebut mengandung makna bahwa Lampung dengan potensi, keragaman dan

kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Lampung yang

Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2015-2019

adalah :

“LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Lampung Tahun 2015-2019 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

a. Misi ke-1 dari RPJMD yaitu : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan

Memperkuat Kemandirian Daerah.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

(satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan

visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
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tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang

ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Tahun 2015-2019 sebanyak 4 (empat) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut

perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Dan Menengah Lampung sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung

NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Meningkatnya

Peran Koperasi

Dalam

Perekonomian

Lampung

Meningkatnya

jumlah skala dan

kapasitas usaha

koperasi

Persentase

pertumbuhan

jumlah koperasi

aktif

5 10 13 16 20

Meningkatnya

penyerapan

tenaga kerja

yang berasal dari

pelaku koperasi

Persentase

pertumbuhan

tenaga kerja

sektor koperasi

1.5 3.0 4.0

4.5 5

Meningkatnya

tata kelola

kinerja koperasi

yang profesional

Persentase

pertumbuhan

rata-rata

volume usaha

koperasi

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

2 Meningkatnya

Daya Saing

Koperasi dan

UMKM

Meningkatnya

wirausaha yang

baru, tangguh

dan mandiri

Persentase

pertumbuhan

wirausaha baru

50 100 200 350 450

Meningkatnya

jumlah UKM yang

dibina

Jumlah UMKM 60.563 94.185 96.011 97.122 98.253
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Meningkatnya

standarisasi

pengelola

koperasi dan

UMKM

Persentase

pelaku usaha

yang bernilai

tambah dari

aspek sertifikasi,

HAKI, dan paten

15 50 75 100 150

Meningkatnya

kinerja pelaporan

dan keuangan

dinas

Nilai Evaluasi

AKIP dinas

CC B B B BB

b. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator

Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

instansi pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah

melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 422/SK/V.15/IX/2017 Tahun 2017 tentang

Indikator Kinerja Utama RPJMD Lampung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun

2015-2019.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah Lampung tahun 2018 adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2018

NO
SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA
SATUAN

PENJELASAN

ALASAN

FORMULASI /

RUMUS

PERITUNGAN

SUMBER DATA

1 Meningkatnya

jumlah skala

dan kapasitas

usaha

koperasi

Persentase

pertumbuhan

jumlah

koperasi aktif

%

Masih

banyaknya

koperasi yang

tidak aktif

{(Jumlah

koperasi aktif

tahun (n)) -

(jumlah

koperasi aktif

tahun (n0))} :

{(jumlah

koperasi aktif

tahun (n0))} x

100 %

tahun n = tahun

berjalantahun

n0 = tahun awal

periode renstra

(2014)

2 Meningkatnya

penyerapan

tenaga kerja

yang berasal

dari pelaku

koperasi

Persentase

pertumbuhan

tenaga kerja

sektor

koperasi

%

Rendahnya

penyerapan

tenaga kerja

dari sektor

koperasi

{(Jumlah

tenaga kerja

koperasi tahun

(n)) - (jumlah

tenaga kerja

koperasi tahun

(n0))}: {(jumlah

tenaga kerja

koperasi tahun

(n0))} x 100 %

tahun n = tahun

berjalantahun

n0 = tahun awal

periode renstra

(2014)

3 Meningkatnya

tata kelola

kinerja

koperasi yang

Persentase

pertumbuhan

rata-rata

volume usaha

%

Masih

rendahnya

{(Jumlah

volume usaha

tahun n = tahun

berjalantahun
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profesional koperasi peran koperasi

dalam

pertumbuhan

ekonomi

Lampung

koperasi tahun

(n)) - (jumlah

volume usaha

koperasi tahun

(n0)} : {(jumlah

volume

koperasi tahun

(n0))} x 100 %

n0 = tahun awal

periode renstra

(2014)

4 Meningkatnya

wirausaha

yang baru,

tangguh dan

mandiri

Persentase

pertumbuhan

wirausaha

baru

%

Rendahnya

wirausaha

baru yang

muncul

{(Jumlah

wirausaha baru

tahun (n)) -

(jumlah

wirausaha baru

tahun (n0))} :

{(jumlah

wirausaha baru

tahun (n0))} x

100 %

tahun n = tahun

berjalantahun

n0 = tahun awal

periode renstra

(2014)

5 Meningkatnya

jumlah UKM

yang dibina

Jumlah

UMKM

unit

Masih kecilnya

jumlah UMKM

yang ada di

Provinsi

Lampung

(Jumlah umkm

yang terdata di

15 kab/kota di

Provinsi

Lampung)

berdasarkan

data yang

disampaikan

oleh dinas yang

membidangi

koperasi dan

umkm di seluruh

kabupaten/kota

6 Meningkatnya

standarisasi

pengelola

koperasi dan

UMKM

Persentase

pelaku usaha

yang bernilai

tambah dari

aspek

sertifikasi,

%

Masih

banyaknya

para pelaku

usaha yang

{(Jumlah

pelaku usaha

yang

mendapat

tahun n = tahun

berjalantahun

n0 = tahun awal

periode renstra
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HAKI, dan

paten

belum memiliki

sertifikasi, HAKI

dan Paten atas

produk

mereka

sertifikasi, HAKI

dan Paten

tahun (n)) -

(jumlah pelaku

usaha yang

mendapat

sertifikasi, HAKI

dan Paten

tahun (n0))} :

{(Jumlah

pelaku usaha

yang

mendapat

sertifikasi, HAKI

dan Paten

tahun (n0))} x

100 %

(2014)

c. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan  sangat

penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena

merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang

diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan

dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang

terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan

dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan

tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2018 mengacu pada dokumen

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2015-2019, dokumen

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun

2018, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Dan Menengah Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan

uraian sebagai berikut:
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Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung

Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya jumlah skala dan

kapasitas usaha koperasi

Persentase pertumbuhan jumlah

koperasi aktif

78

2 Meningkatnya wirausaha yang

baru, tangguh dan mandiri

Persentase pertumbuhan wirausaha

baru

77

3 Meningkatnya standarisasi

pengelola koperasi dan UMKM

Persentase pelaku usaha yang bernilai

tambah dari aspek sertifikasi, HAKI,

dan paten

75

2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Lampung juga

melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah

maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu

terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Lampung.

Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan

penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Dan Menengah Tahun 2018, sebagai berikut :

a. Rencana Strategis

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan

maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu

selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Koperasi,

Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2018
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Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu

Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah di lingkungan Pemerintah

Lampung antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2018 tersebut, selanjutnya diuraikan pada

tabel berikut :

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung

NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR

KINERJA
SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019

1 Meningkatnya

Peran Koperasi

Dalam

Perekonomian

Lampung

Meningkatnya

jumlah skala dan

kapasitas usaha

koperasi

Persentase

pertumbuhan

jumlah koperasi

aktif

% 5 37 57 78 100

2 Meningkatnya Daya

Saing Koperasi dan

UMKM

Meningkatnya

wirausaha yang

baru, tangguh dan

mandiri

Persentase

pertumbuhan

wirausaha baru

% 17 33 53 77 100

Meningkatnya

standarisasi

pengelola koperasi

dan UMKM

Persentase pelaku

usaha yang bernilai

tambah dari aspek

sertifikasi, HAKI,

dan paten

% 11 30 52 75 100

Meningkatnya

kinerja pelaporan

dan keuangan dinas

Nilai evaluasi AKIP

dinas

Indeks CC B B B BB

b. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja

Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah serta menghasilkan penjelasan

tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar

berorientasi hasil. Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :
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Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun2018

NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA

UTAMA
SATUAN ALASAN

FORMULASI/CARA

PENGUKURAN
SUMBER DATA KETERANGAN/KRITERIA

1 Meningkatnya jumlah skala

dan kapasitas usaha

koperasi

Persentase pertumbuhan

jumlah koperasi aktif

% Masih banyaknya koperasi

yang tidak aktif

(Jumlah koperasi aktif

tahun (n) dibagi (jumlah

koperasi aktif tahun (n5) x

100 %

Online Data System

(ODS)

tahun n = tahun berjalan

tahun n5 = tahun akhir

periode renstra (2019)

2 Meningkatnya wirausaha

yang baru, tangguh dan

mandiri

Persentase pertumbuhan

wirausaha baru

% Rendahnya wirausaha baru

yang muncul

(Jumlah wirausaha baru

tahun (n) dibagi (jumlah

wirausaha baru tahun (n5)

.x 100 %

Dinas Koperasi dan

UKM Provinsi

Lampung

tahun n = tahun berjalan

tahun n5 = tahun akhir

periode renstra (2019)

3 Meningkatnya standarisasi

pengelola koperasi dan

UMKM

Persentase pelaku usaha

yang bernilai tambah dari

aspek sertifikasi, HAKI, dan

paten

% Masih banyaknya para

pelaku usaha yang belum

memiliki sertifikasi, HAKI

dan Paten atas produk

mereka

(Jumlah pelaku usaha yang

mendapat sertifikasi, HAKI

dan Paten tahun (n).dibagi

(jumlah pelaku usaha yang

mendapat sertifikasi, HAKI

dan Paten tahun (n5)  x 100

%

Dinas Koperasi dan

UKM Provinsi

Lampung

tahun n = tahun berjalan

tahun n5 = tahun akhir

periode renstra (2019)
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c. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Dan Menengah hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas

Koperasi Dan Ukm dengan Gubernur Lampung dan besaran anggaran yang

direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2018

NO SASARAN STRATEGIS
IKU / INDIKATOR

KINERJA
SATUAN TARGET

1 Meningkatnya jumlah skala dan

kapasitas usaha koperasi

Persentase pertumbuhan jumlah

koperasi aktif

% 78

2 Meningkatnya wirausaha yang baru,

tangguh dan mandiri

Persentase pertumbuhan wirausaha

baru

% 77

3 Meningkatnya standarisasi pengelola

koperasi dan UMKM

Persentase pelaku usaha yang bernilai

tambah dari aspek sertifikasi, HAKI,

dan paten

% 75
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima

pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Dan Menengah Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian

tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan

dalam dokumen Renstra Tahun 2015-2019 maupun Rencana Kerja Tahun 2018 Sesuai

dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan

untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor

239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran
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atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil

pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian

rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal

dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah dengan petunjuk pelaksanaan SAKIP sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Ordinal dengan petunjuk pelaksanaan SAKIP

Persentase Predikat Kode Warna

< 100% Tidak Tercapai

= 100% Tercapai/ Sesuai Target

> 100% Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai

(< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah LampungTahun 2018

No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian
Kode

Warna

1 Sangat Baik > 90

2 Baik 75.00 – 89.99

3 Cukup 65.00 – 74.99
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4 Kurang 50.00 – 64.99

5 Sangat Kurang 0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung dapat

memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-

masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target

sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen

Renstra 2015-2019 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut,

pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi

dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2018, hasil reviu dan Indikator Kinerja

Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah berdasarkan Keputusan Gubernur

Lampung Nomor : 422/SK/V.15/IX/2017, telah ditetapkan  sebanyak 3 sasaran dan

sebanyak 3 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

 Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator

 Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

 Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi

pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata

lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang

bersangkutan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung telah menetapkan
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Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor

422/SK/V.15/IX/2017, tanggal 17September 2017 dan melalui Keputusan Gubernur

Lampung Nomor : G.919/B.XII/HK/2014tentang Indikator Kinerja Utama Lampung. Upaya

untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung

juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu

dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah Lampung tahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung

Tahun 2018

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian %

1
Persentase pertumbuhan jumlah koperasi

aktif
% 78 81,83 104.91

2 Persentase pertumbuhan wirausaha baru % 77 79,69 103.49

3

Persentase pelaku usaha yang bernilai

tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan

paten

% 75 75 100.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama

(IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada indikator

Persentase pertumbuhan jumlah koperasi aktif, dengan capaian kinerja 104.91 %, pada

indikator Persentase pertumbuhan wirausaha baru, dengan capaian kinerja 103.49 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator

Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten,

dengan capaian kinerja 100 %.



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2018

III - 32

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam Renstra 2015-2019. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2015-2019 sebanyak 4

sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi,

Usaha Kecil Dan Menengah, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan sebanyak 4

indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Koperasi,

Usaha Kecil Dan Menengah Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2018

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian

%

1
Persentase pertumbuhan jumlah

koperasi aktif
% 78 81,83 104.91

2
Persentase pertumbuhan wirausaha

baru
% 77 79,69 103.49

3

Persentase pelaku usaha yang

bernilai tambah dari aspek

sertifikasi, HAKI, dan paten

% 75 75 100.00

4 Nilai evaluasi AKIP dinas Indeks B B 100.00

Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan

informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :
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Tabel 3.5

Pencapaian Kinerja Sasaran

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2018

NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN

1 Melebihi/Melampaui Target 50.00 %

2 Sesuai Target 50.00 %

3 Tidak Mencapai Target 0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 4 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran

terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.6

Pencapaian target Misi

No Misi

Jumlah

Indikator

Sasaran

Tingkat Pencapaian

Melampaui

target
Sesuai Target

Belum

Mencapai

Target

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 Misi 1 4 2 50.00 2 50.00 0 0.00

Jumlah 4 2 50.00 2 50.00 0 0.00

Dari sebanyak 4 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung dengan rincian sebagai berikut:



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2018

III - 34

Tabel 3.7

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No Kategori Jumlah Indikator Persentase

A. Misi 1 4

1 Melebihi/Melampaui Target 2 50.00 %

2 Sesuai Target 2 50.00 %

3 Tidak Mencapai Target 0 0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala

yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam

evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-

pembandingan antara lain :

 kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

 kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

 Kinerja nyata dengan target akhir renstra.

 kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya

ataupun dengan kinerja sektor swasta.

 kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai

pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran

dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi,

sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Lampung tahun 2015-2019, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :
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Sasaran 1

Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi

N

o

Indikator

Kinerja

Satu

an

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%
Targ

et

Realisa

si

Tar

get

Realisa

si

Tar

get

Realisa

si

Tar

get

Realis

asi

1

Persentase

pertumbuh

an jumlah

koperasi

aktif

% 5 6,14 122.00 10 12,66 126.00 13 17,91 138.00 78 81,83 104.91

Sasaran Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi dapat dilihat

dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase pertumbuhan jumlah

koperasi aktif" adalah sebesar 81,83 dari target sebesar 78 yang direncanakan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya

adalah 104.91 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase pertumbuhan jumlah

koperasi aktif" tahun ini menurun 33.09 Point dari capaian tahun

sebelumnya yang mencapai 138.00

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1

"Persentase pertumbuhan jumlah koperasi aktif" tahun ini adalah sebesar

104.91 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Koperasi,

Usaha Kecil Dan Menengah maka capaian kinerjanya mencapai 81.00 %.
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Grafik 3.1

Perkembangan Koperasi Provinsi Lampung Tahun 2013-2018

Sasaran 2

Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri

N

o

Indikator

Kinerja

Satu

an

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%
Targ

et

Realisa

si

Tar

get

Realisa

si

Tar

get

Realisa

si

Targ

et

Realisa

si

1

Persentase

pertumbuh

an

wirausaha

baru

% 50 67,5 135.00 100 117 117.00 200 320
160.0

0
77 79,69 103.49

Sasaran Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri dapat dilihat

dari sebanyak 1 indikator yaitu :

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktif 2,885 2,903 2,760 3,024 3,121 2,476
Tdk Aktif 1,787 1,810 2,335 2,296 2,204 2,865
JUMLAH 4,672 4,713 5,095 5,320 5,325 5,341

 -
 1,000
 2,000
 3,000
 4,000
 5,000
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Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase pertumbuhan

wirausaha baru" adalah sebesar 79,69 dari target sebesar 77 yang

direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian

kinerjanya adalah 103.49 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase pertumbuhan

wirausaha baru" tahun ini menurun 56.51 Point dari capaian tahun

sebelumnya yang mencapai 160.00

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1

"Persentase pertumbuhan wirausaha baru" tahun ini adalah sebesar 103.49

%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Dan Menengah maka capaian kinerjanya mencapai 79.00 %.

Grafik 3.2

Capaian Pertumbuhan Wirausaha Baru Tahun 2018
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Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM

N

o

Indikato

r Kinerja

Satua

n

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%
Targ

et

Realisa

si

Tar

get

Realisa

si

Ta

rg

et

Realisa

si

Tar

get

Realis

asi

1

Persentas

e pelaku

usaha

yang

bernilai

tambah

dari

aspek

sertifikasi,

HAKI,

dan

paten

% 15 16,67 111.00 50 41,66 83.00 75 108,33 144.00 75 75 100.00

Sasaran 3

Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM
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Sasaran Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM dapat dilihat

dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase pelaku usaha yang

bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten" adalah sebesar 75

dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018

sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai

target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase pelaku usaha yang

bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten" tahun ini menurun

44.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 144.00

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1

"Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI,

dan paten" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan

target akhir renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah maka

capaian kinerjanya mencapai 75.00 %.

Grafik 3.3

Capaian Pelaku Usaha Yang Bernilai Tambah Tahun 2018
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Sasaran 4

Meningkatnya kinerja pelaporan dan keuangan dinas

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.11

Analisis Pencapaian Sasaran 4

Meningkatnya kinerja pelaporan dan keuangan dinas

N

o

Indikat

or

Kinerja

Satua

n

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%
Targ

et

Realisa

si

Ta

rg

et

Realisa

si

Ta

rg

et

Realisa

si

Ta

rg

et

Realisa

si

1

Nilai

evaluasi

AKIP

dinas

Indeks CC CC 100.00 B B 100.00 B B 100.00 B B 100.00

Sasaran Meningkatnya kinerja pelaporan dan keuangan dinas dapat dilihat dari

sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai evaluasi AKIP dinas" adalah

sebesar B dari target sebesar B yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian

ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1

"Nilai evaluasi AKIP dinas" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila

dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.
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3.4 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Kinerja

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan

pelaksanaan kegiatan tahun 2018 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal

adalah :

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang

berkembangnya kewirausahaan dan rendahnya produktivitas serta daya saing

produk Koperasi;

2. Keterbatasan pangsa pasar, diversifikasi maupun diferensiasi produk-produknya;

3. Aksesbilitas yang rendah terhadap sumberdaya produktif (bahan baku,

permodalan dan informasi), hal ini  terjadi diperburuk oleh mekanisme pasar

yang berkeadilan belum efektif berfungsi, dan belum optimal nya fungsi

intermediasi perbankan sebagai mitra usaha koperasi.

4. Rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan usaha koperasi

merupakan kendala utama dalam pengembangan Koperasi

Solusi

1. Melaksanakan program peningkatan kualitas kelembagan Koperasi (revitalisasi

kelembagaan Koperasi) sebagaimana dicanangkan oleh Kementerian Koperasi

dan UKM.

2. Melaksanakan sosialisasi UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan

Peraturan Perkoperasian kepada stake holders baik di Provinsi maupun

Kab/Kota

3. Untuk mendukung standarisasi peningkatan mutu pengetahuan perkoperasian,

perlu dilaksanakan Diklat bagi Pembina Koperasi dan UMKM yang

diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

4. Peningkatan kemampuan permodalan melalui bantuan permodalan dengan

bunga rendah, bantuan sertifikasi tanah yang dapat dijadikan agunan untuk

mendapatkan modal , dan perlunya sosialisasi.

5. Melakukan Penyuluhan Perkoperasian untuk meningkatkan kesadaran

anggota dan masyarakat tentang pentingnya berkoperasi
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6. Perlu adanya sinergi antar lintas sektoral dalam upaya penumbuhan dan

pengembangan Koperasi

7. Peningkatan kualitas dan kuantitas program kegiatan penunjang keberhasilan

dalam pemberdayaan Koperasi yang berkelanjutan dengan dukungan penuh

baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah

8. Peningkatan jaringan pasar online/ market place dan kemitraan bagi produk

UMKM

9. Faktor penunjang lain untuk   keberhasilan Program dengan optimalisasi :

a).  Organisasi yang efektif dan efiseien.

b)   SDM pegawai yang memadai.

c).  Perangkat hukum yang memadai.

d). Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.

e).  Sumber daya manusia yang melimpah.

f).  Sumber daya Alam melimpah.

3.5Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin

dicapai DinasKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dianggarkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dengan

total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 6.785.587.184 sedangkan realisasi anggaran

mencapai Rp. 6.385.987.291 atau dengan serapan dana APBD mencapai 94.11%,

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian

target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Provinsi Lampungpada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 3.12

Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

Tahun 2018

No. Misi Pagu Anggaran
Realisasi

Anggaran
%

1 Misi 1 6.785.587.184 6.385.987.291 94.11

JUMLAH 6.785.587.184 6.385.987.291 94.11

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan

dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah

dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung pada tahun

2018.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah

Daerah Provinsi Lampung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang

digunakan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.13

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Provinsi LampungTahun 2018

No. Kategori
Jumlah

Indikator

Presentase
Capaian Kinerja

%

Anggaran

Realisasi (Rp.) %

A. Misi 1, 4

6.385.987.291 94.11

1 Memuaskan

2 Sangat Baik √

3 Baik

4 Cukup Baik

5 Agak Kurang

6 Kurang

Rp. 6.385.987.291 94.11
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Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi DinasKoperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang

digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

Tabel 3.14

Efisiensi Anggaran Tahun 2018

N
O

NILAI
EFISIENSI

TOTAL
ANGGARAN

(Rp)

PRESENT
ASE

(%)

JUMLAH
PROGRAM & KEG

YANG
DIFOKUSKAN

TOTAL
PROGRAM

&
KEGIATAN

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7

1 464.412.816,48 7.250.000.000 6.40 10 Program 44
Kegiatan

10 Program
44 Kegiatan

Untuk kegiatan
Pemeriksaan
usaha dan
laporan
keuangan
koperasi ada
penambahn
sebesar Rp.
36.950.000,
dankegiatan
Peningkatan
Pelayanan PPK-
BLUD sebesar
Rp. 72.229.301,52
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3.6 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan amanah DinasKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Lampung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan

potensi yang dimiliki, sehingga DinasKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Lampung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun

stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan, sebagai berikut :

No. Prestasi / Penghargaan Tahun

1 Tebaik ke-II SKPD Provinsi Lampung dalam Penyusunan
Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

2018

2 Sebagai 3 Provinsi terbaik dalam pelaksanaan peningkatan
sertifikasi bagi pengelola Koperasi dan UKM

2018

3 Juara ke-III stand Lampung Fair inspiratif kategori OPD terbaik 2018

1. Tebaik ke-II SKPD Provinsi Lampung dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Organisasi

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
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2. Sebagai 3 Provinsi terbaik dalam pelaksanaan peningkatan sertifikasi bagi
pengelola Koperasi dan UKM

2. Juara ke-III stand Lampung Fair inspiratif kategori OPD terbaik



BAB IV

PENUTUP
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BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah Lampung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Dan Menengah Lampung Tahun 2018 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang

baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk

penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung Tahun 2018 ini dapat

menggambarkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung dan

Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun

kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan

kegagalan.

Dalam tahun 2018 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung

menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai

dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang

ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

 Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 104.91 %

 Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 103.49 %

 Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %

 Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara

umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung dalam rangka mencapai target

kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2018 sebesar  Rp. 6.785.587.184 sedangkan

realisasi anggaran mencapai Rp. 6.385.987.291, dengan demikian dapat dikatakan tahun

2018 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung kondisi anggaran adalah Silpa

Rp. 399.599.893

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung 2015-2019

menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja tersebut

telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 4 dari lima tahun yang

direncanakan yaitu pada tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut:

 Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 104.91 %

 Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 103.49 %

 Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %

 Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00%

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp.

6.785.587.184 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh

tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja

untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Lampung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah

digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung adalah 94.11 % dari

anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung perlu dioptimalkan kembali agar lebih

efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan

Misi Lampung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Lampung kepada
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BBAABB.. II
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

11..11.. KKeedduudduukkaann,, TTuuggaass PPookkookk,, ddaann FFuunnggssii OOPPDD

1.1.1. Kedudukan

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Koperasi

dan Usaha Kecil, Menengah.

2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi dipimpin

oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

Provinsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah

berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas

dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai

fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan

dibidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

b. pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian

koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran

koperasi tingkat provinsi;

c. pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi

dan pemberian ijin usaha simpan pinjam, penerbitan izin

pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS),

kantor cabang pembantu dan kantor kas wilayah

keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;
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d. pemfasilitasian tugas pernbantuan dalarn rangka

pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat

Provinsi;

e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang

perkoperasian dan UKM;

f. pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan

pemberdayaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;

g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan

UKM di Tingkat Provinsi;

h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka

penumbuhan kewirausahaan baru, ikIim usaha kondusif

bagi UKM di Tingkat Provinsi;

i. pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan,

kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan

dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan

ditingkat provinsi;

j. pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan

skala usaha menjadi menengah;

k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan

UKM di tingkat provinsi;

l. pemfasilitasi akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM

di Tingkat Provinsi;

m. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi

terhadap upaya pemberdayaan daJam rangka pembinaan

Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;

n. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan

kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan

Unit Simpan Pinjam (USP)/ Unit Simpan Pinjam Pola

Syariah (USPPS);

o. pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah

keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;

p. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi

Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah

keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;

q. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah

keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;

r. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
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s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11..22.. SSuussuunnaann OOrrggaanniissaassii OOPPDD

1.2.1. Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawah:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan; dan

c. Sub Bagian Perencanaan.

3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, membawahi :

a. Seksi Perizinan;

b. Seksi Kelembagaan dan;

c. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.

4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :

a. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;

b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan

c. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.

5. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :

a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;

b. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi; dan

c. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan

Koperasi.

6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah,

membawahi:

a. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;

b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha

Kecil dan Menengah; dan

c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dengan

bidang keahlian dan keterampilannya.

1.2.2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin

oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.
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1.2.3. Bidang- bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan

f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

1.2.4. Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

masing–masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

1.2.5. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan f

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

1.2.6. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) huruf I, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksanan Teknis Dinas

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1.2.7. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf j, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai

Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

1.2.8. Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
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BBaaggaann SSttrruukkttuurr OOrrggaanniissaassii

Bagan Struktur Organisasi Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Dinas Koperasi dan UKM Nomor : 8 Tahun 2016

Tanggal : 21 Nopember 2016
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V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari uraian yang telah di sampaikan dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kinerja

Tahun 2018 sesuai yang di IKU sebagaimana yang telah di targetkan meskipun

belum semua kegiatan pada usulan Renstra Tahun 2018 dapat dilakukan karena

terdapat keterbatasan anggaran yang di peroleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Lampung.

5.2 Saran

Memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM

Provinsi Lampung dalam merealisasikan program/kegiatan tahun 2018, maka

disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam menyusun rencana kerja tahun berikutnya tetap mengacu pada Renstra

yang ada, sehingga kesesuaian antara Renstra, RPJMD, RKPD dan Renja dapat

konsisten sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sehingga target kinerja

maupun penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Mengupayakan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan teknis

dan fungsional yang berkesinambungan.

3. Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana kerja, guna meningkatkan daya

dukung yang mampu menghasilkan kinerja yang optimal.

Bandar Lampung, Januari 2017
KEPALA DINAS,

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610307 198603 1 007
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH AZZA WA’JALLA atas Rahmat dan Karunia-

Nya sehingga Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Lampung Tahun 2018 dapat terselesaikan. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ini

memuat perjanjian program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

sepanjang tahun 2018 antara Gubernur Lampung, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV

serta analisis pencapaian akuntabilitas kinerja terhadap indikator sasaran dan kegiatan

yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM

Provinsi Lampung Periode 2015 – 2019.

Kami harap Perubahan Perjanjian Kinerja ini dapat memberi manfaat dan

gambaran perkembangan pembangunan sektor Koperasi dan UKM di Provinsi

Lampung yang diharapkan bisa dijadikan salah satu pedoman dalam pengambilan

keputusan pembangunan di tahun-tahun berikutnya. Kami menyadari laporan ini masih

belum sempurna, masukan dan koreksi terhadap laporan ini sangat diharapkan guna

perbaikan-perbaikan diwaktu yang akan datang.

Demikian Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Lampung tahun 2018 ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan

atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, Nopember 2018
KEPALA DINAS,

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007
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BBAABB.. II
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

11..11.. KKeedduudduukkaann,, TTuuggaass PPookkookk,, ddaann FFuunnggssii OOPPDD

1.1.1. Kedudukan

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Koperasi

dan Usaha Kecil, Menengah.

2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi dipimpin

oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

Provinsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah

berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas

dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai

fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan

dibidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

b. pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian

koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran

koperasi tingkat provinsi;

c. pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi

dan pemberian ijin usaha simpan pinjam, penerbitan izin

pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS),

kantor cabang pembantu dan kantor kas wilayah

keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;
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d. pemfasilitasian tugas pernbantuan dalarn rangka

pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat

Provinsi;

e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang

perkoperasian dan UKM;

f. pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan

pemberdayaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;

g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan

UKM di Tingkat Provinsi;

h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka

penumbuhan kewirausahaan baru, ikIim usaha kondusif

bagi UKM di Tingkat Provinsi;

i. pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan,

kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan

dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan

ditingkat provinsi;

j. pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan

skala usaha menjadi menengah;

k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan

UKM di tingkat provinsi;

l. pemfasilitasi akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM

di Tingkat Provinsi;

m. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi

terhadap upaya pemberdayaan daJam rangka pembinaan

Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;

n. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan

kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan

Unit Simpan Pinjam (USP)/ Unit Simpan Pinjam Pola

Syariah (USPPS);

o. pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah

keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;

p. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi

Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah

keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;

q. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah

keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;

r. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
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s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11..22.. SSuussuunnaann OOrrggaanniissaassii OOPPDD

1.2.1. Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawah:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan; dan

c. Sub Bagian Perencanaan.

3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, membawahi :

a. Seksi Perizinan;

b. Seksi Kelembagaan dan;

c. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.

4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :

a. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;

b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan

c. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.

5. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :

a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;

b. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi; dan

c. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan

Koperasi.

6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah,

membawahi:

a. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;

b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha

Kecil dan Menengah; dan

c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dengan

bidang keahlian dan keterampilannya.

1.2.2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin

oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.
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1.2.3. Bidang- bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan

f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

1.2.4. Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

masing–masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

1.2.5. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan f

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

1.2.6. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) huruf I, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksanan Teknis Dinas

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1.2.7. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf j, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai

Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

1.2.8. Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
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BBaaggaann SSttrruukkttuurr OOrrggaanniissaassii

Bagan Struktur Organisasi Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Dinas Koperasi dan UKM Nomor : 8 Tahun 2016

Tanggal : 21 Nopember 2016
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BBAABB IIII
PPerubahan PPerjanjian KKinerja

PPejabat EEsselon II



PERUBAHAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SATRIA ALAM, S.E., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM

PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. RIDHO FICARDO, M.Si
Jabatan : GUBERNUR LAMPUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

GUBERNUR LAMPUNG

M. RIDHO FICARDO, M.Si

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007



LAMPIRAN I APBDP

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.
Meningkatnya Peran
Koperasi dalam
Perekonomian Lampung

Persentase Pertumbuhan Jumlah
Koperasi Aktif

78 %

2.
Meningkatnya Daya
Saing Koperasi dan
UMKM

1. Persentase Pertumbuhan
Wirausaha Baru

77 %

2. Persentase Pelaku Usaha yang
Bernilai Tambah dari Aspek
Sertifikasi, HAKI dan Paten

75 %

Program Anggaran Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.356.671.200 APBDP
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur
Rp. 161.930.00 APBDP

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Rp. 20.000.000 APBDP

4. Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 476.035.782 APBDP

5. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha
bagi Koperasi dan UMKM

Rp. 1.290.567.250 APBDP

6. Program Peningkatan Pelayanan BLUD
UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM

Rp. 630.000.000 APBDP

7. Program Pemberdayaan Usaha Koperasi
dan UMKM

Rp. 50.000.000 APBDP

8. Program Peningkatan Kualitas SDM
Koperasi dan UMKM

Rp. 2.074.194.000 APBDP

9. Program Peningkatan dan Pengembangan
Kelembagan Koperasi dan UMKM

Rp. 523.959.650 APBDP

10. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah Tahunan

Rp. 80.000.000 APBDP

JUMLAH Rp. 6.663.357.882

GUBERNUR LAMPUNG

M. RIDHO FICARDO, M.Si

Telukbetung, Nopember 2018

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007



LAMPIRAN II APBNP

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.

Terwujudnya Daya
Saing dan Kontribusi
UMKM dan Koperasi
dalam Perekonomian

1. Perluasan Pembiayaan dan Jasa
Keuangan Non Bank dan
Advokasi Perpajakan bagi
Koperasi dan UMKM

500
KUMKM

2. Fasilitasi Permodalan Koperasi
dan UMK

1.200 Orang

3. Pengelolaan Dana Bergulir 1 %
4. Penguatan Koperasi dan

UMKM dibidang Keuangan
Syariah

100 KSPPS

2.

Terlaksananya
Dukungan
Pemberdayaan KUKM
di Daerah

1. Jumlah Perencanaan Program
Kementerian Koperasi dan
UKM

34 Dokumen

2. Jumlah Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Strategis

34 Laporan

3. Jumlah Pengembangan Data
KUMKM

34 Dokumen

Program Anggaran Keterangan
1. Peningkatan Daya Saing UMKM dan

Koperasi
Rp. 3.474.485.000 APBNP

JUMLAH Rp. 3.474.485.000

GUBERNUR LAMPUNG

M. RIDHO FICARDO, M.Si

Telukbetung, Nopember 2018

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

BBAABB IIIIII
PPerubahan PPerjanjian KKinerja

PPejabat EEsselon III



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PPEERRUUBBAAHHAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DR. AGUS NOMPITU, SE., MTP.
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN UKM

PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SATRIA ALAM, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM

PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

DR. AGUS NOMPITU, SE., MTP
Pembina TK. I
NIP. 19670831 199303 1 006

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.
Meningkatnya Kinerja
Pelayanan Perkantoran
yang Tertib Administrasi

a. Persentase Tertib Adminitrasi
Barang

90 %

b. Indeks kepuasan masyarakat B

2.
Meningkatnya
Akuntabilitas Keuangan

a. Persentase LHP
ditindaklanjuti

100 %

b. Jumlah Laporan Keuangan 13 Dokumen

3.

Optimalnya penyusunan
perencanaan Program /
Kegiatan Dinas Koperasi
dan UKM Prov. Lampung

a. Jumlah Dokumen Laporan
Kinerja

10 Dokumen

b. Jumlah Waktu Data dan
Informasi

12 Bulan

c. Nilai Evaluasi SAKIP B

No Program Anggaran Ket
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.356.671.200 APBDP
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 161.930.000 APBDP
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 20.000.000 APBDP
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp. 476.035.782 APBDP

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahunan

Rp. 80.000.000 APBDP

Jumlah Rp. 2.094.636.982

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

DR. AGUS NOMPITU, SE., MTP
Pembina TK. I
NIP. 19670831 199303 1 006



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PPEERRUUBBAAHHAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. RATNA MELIA SARI, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN

KELEMBAGAAN DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SATRIA ALAM, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASAI DAN UKM

PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN
KELEMBAGAAN DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dra. RATNA MELIA SARI, MM
Pembina TK. I
NIP. 19660505 198603 2 005

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.
Meningkatnya Kualitas
Kelembagaan Koperasi

a. Jumlah Koperasi Aktif yang
melaporkan Penyelenggaraan
Rapat Anggota Tahunan

800 Koperasi

b. Jumlah Koperasi Simpan
Pinjam yang memiliki Izin
Usaha Koperasi

30 Koperasi

2.
Meningkatnya
Ketersediaan Data
Keragaan Koperasi

Jumlah Keragaan Data Koperasi 15 Kab/Kota

No Program Anggaran Ket
1. Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Rp. 337.671.650 APBDP

Jumlah Rp. 337.671.650

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN
KELEMBAGAAN DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dra. RATNA MELIA SARI, MM
Pembina TK. I
NIP. 19660505 198603 2 005



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PPEERRUUBBAAHHAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ENDI APRIYADI, S.Pt
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN UKM

DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SATRIA ALAM, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASAI DAN UKM

PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
UKM

ENDI APRIYADI, S.Pt
Pembina
NIP. 19760418 200212 1 010

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.
Meningkatnya Kualitas
Kewirausahaan

a. Jumlah Wirausaha Baru 50 UKM

b.
Jumlah Pelaku Usaha yang
dilatih

50 UKM

2.
Meningkatnya Pembinaan
dan Pemberdayaan UKM

a. Jumlah UKM yang dibina 2.000 UKM

b.
Jumlah Sentra Usaha UKM
yang dibina

1 Sentra

3.
Meningkatnya Jaringan
Usaha dan Pemasaran

a. Jangkauan Pemasaran 5 Provinsi
b. Jumlah Pelaku Usaha yang

Bernilai Tambah dari aspek,
HaKI dan Paten

12 UKM

c. Jumlah UKM yang Mendapat
Akses Permodalan

30 UKM

No Program Anggaran Ket
1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Rp. 775.176.000 APBDP

Jumlah Rp. 775.176.000

Pihak Kedua,

KEPALA

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
UKM

ENDI APRIYADI, S.Pt
Pembina
NIP. 19760418 200212 1 010



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PERUBAHAN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DR. AGUS NOMPITU, SE., MTP.
Jabatan : Plt. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI

DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SATRIA ALAM, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASAI DAN UKM

PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

DR. AGUS NOMPITU, SE., MTP
Pembina TK. I
NIP. 19670831 199303 1 006

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.
Meningkatnya Peran
Koperasi dalam
Perekonomian Lampung

a. Jumlah Koperasi Aktif 3.167 Unit

b.
Persentase Omzet Koperasi
terhadap PDRB Lampung

1 %

2.
Meningkatnya Penyerapan
Tenaga Kerja Koperasi
dan Partisipasi Masyarakat

a.
Jumlah Tenaga Kerja
Koperasi

7.525 Orang

b. Jumlah Anggota Koperasi 924.894 Orang

3.
Meningkatnya Daya Saing
Koperasi dan UMKM

a.
Jangkauan Pemasaran Produk
Koperasi

8 Provinsi

No Program Anggaran Ket
1. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi

KUMKM
Rp. 160.000.000 APBDP

2. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Rp. 50.000.000 APBDP
3. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM Rp. 74.194.000 APBDP

Jumlah Rp. 284.194.000

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

DR. AGUS NOMPITU, SE., MTP
Pembina TK. I
NIP. 19670831 199303 1 006



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PPEERRUUBBAAHHAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ILHAM ALAWI, B.Sc
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN

PEMERIKSAAN DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SATRIA ALAM, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASAI DAN UKM

PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

ILHAM ALAWI, B.Sc
Pembina
NIP. 19601116 198303 1 005

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.

Meningkatnya
Pengawasan terhadap
Kelembagaan dan Usaha
Koperasi

a.
Jumlah koperasi yang diaudit
oleh akuntan publik

20 Koperasi

b.

Jumlah pengawasan dan
pemeriksaan pada
kelembagaan koperasi,
kepatuhan, legalitas dan tata
laksana terhadap peraturan
dan perundang-undangan
koperasi

30 Koperasi

2.
Meningkatnya
Pemahaman Aturan
Perkoperasian

a.

Jumlah pengawasan dan
pemeriksaan pada
kelembagaan koperasi,
kepatuhan, legalitas dan tata
laksana terhadap peraturan
dan perundang-undangan
koperasi

15 Koperasi

b. Jumlah penerapan sanksi
terhadap pelanggaran
peraturan kelembagaan, usaha
dan pembiayaan koperasi
jumlah peningkatan
kepatuhan peraturan
perundang-undangan

7 Koperasi

3.
Meningkatnya Kualitas
dan Kesehatan Koperasi

a.
Jumlah Koperasi yang dinilai
Kesehatannya

30 Koperasi

b. Jumlah monev terhadap
tindak lanjut penilaian simpan
pinjam koperasi

25 Koperasi

c. Jumlah Evaluasi dan
pelaporan penilaian kesehatan
koperasi

20 Koperasi

No Program Anggaran Ket
1. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi

Koperasi dan UMKM
Rp. 242.126.250 APBDP

2. Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Rp. 70.000.000 APBDP

Jumlah Rp. 312.126.250

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

ILHAM ALAWI, B.Sc
Pembina
NIP. 19601116 198303 1 005



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PPEERRUUBBAAHHAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAPARUDIN, SE
Jabatan : Plt. KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI

DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SATRIA ALAM, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM

PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA UPTD BALAI DIKLAT
KOPERASI DAN UKM

SYAPARUDIN, SE
Penata TK. I
NIP. 19610602 198703 1 005

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.

Meningkatnya Kualitas
Sumber Daya Manusia
Pengelola Koperasi dan
UKM

a.
Jumlah Pelaksana Koperasi
yang dilatih

1.000 Koperasi

b.
Jumlah Pelaksana UKM yang
dilatih

600 UKM

No Program Anggaran Ket
1. Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan

UMKM
Rp. 2.000.000.000 DAK

2. Program peningkatan dan pengembangan
Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah

Rp. 116.288.000 APBD

Jumlah Rp. 2.116.288.000

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA UPTD BALAI DIKLAT
KOPERASI DAN UKM

SYAPARUDIN, SE
Penata TK. I
NIP. 19610602 198703 1 005



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PPEERRUUBBAAHHAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PRIYATMONO, S.Sos
Jabatan : KEPALA UPTD BLUD PERKUATAN

MODAL KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SATRIA ALAM, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM

PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD BLUD PERKUATAN
MODAL KOPERASI DAN UKM

PRIYATMONO, S.Sos
Pembina
NIP. 19620513 198502 1 001

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.
Meningkatnya Akses
Permodalan bagi Koperasi
dan UKM

a.

Jumlah Koperasi dan UKM
yang mendapat Akses
Permodalan pada Lembaga
Keuangan Mikro dan
Perbankan

200 KUMKM

b.
Jumlah Kredit yang
disalurkan

4,5 Milyar

No Program Anggaran Ket
1. Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD

Perkuatan Permodalan KUMKM
Rp. 702.229.301,52 APBDP

Jumlah Rp. 702.229.301,52

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD BLUD PERKUATAN
MODAL KOPERASI DAN UKM

PRIYATMONO, S.Sos
Penata TK. I
NIP. 19620513 198502 1 001



Peruubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PPEERRUUBBAAHHAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM
Jabatan : KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU

DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SATRIA ALAM, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASAI DAN UKM

PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN
USAHA TERPADU DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM
Pembina
NIP. 19700725 199003 2 003

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Peruubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.

Meningkatnya kualitas
SDM KUMKM dan
Pemantapan kelembagaan
KUMKM

Jumlah KUMKM yang terlayani 60 KUMKM

2.
Meningkatnya kinerja
layanan terpadu PLUT
bagi KUMKM

Jumlah sentra UKM yang menjadi
mitra binaan PLUT

15 Sentra UKM

3.
Meningkatnya fasilitasi
akses pemasaran UMKM

Jumlah UMKM yang didampingi
go online

50 UMKM

4.
Meningkatnya kualitas
SDM UMKM

Jumlah UMKM yang memperoleh
layanan pengelolaan keuangan

50 UMKM

No Program Anggaran Ket
1. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi

KUMKM
Rp. 163.265.000 APBDP

Jumlah Rp. 163.265.000

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN
USAHA TERPADU DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM
Pembina
NIP. 19700725 199003 2 003



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PPEERRUUBBAAHHAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. ZARKASI, SE., MM
Jabatan : KEPALA SEKSI PENERAPAN DAN SANKSI

DINAS KOPERASI DAN UKM PROV. LAMPUNG
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (APBN)

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SATRIA ALAM, SE., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM

PROVINSI LAMPUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

A. ZARKASI, SE., MM
Pembina
NIP. 19660830 199603 1 003

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.

Terwujudnya Daya
Saing dan Kontribusi
UMKM dan Koperasi
dalam Perekonomian

1. Perluasan Pembiayaan dan Jasa
Keuangan Non Bank dan
Advokasi Perpajakan bagi
Koperasi dan UMKM

500
KUMKM

2. Fasilitasi Permodalan Koperasi
dan UMK

1.200 Orang

3. Pengelolaan Dana Bergulir 1 %
4. Penguatan Koperasi dan

UMKM dibidang Keuangan
Syariah

100 KSPPS

2.

Terlaksananya
Dukungan
Pemberdayaan KUKM
di Daerah

1. Jumlah Perencanaan Program
Kementerian Koperasi dan
UKM

34 Dokumen

2. Jumlah Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Strategis

34 Laporan

3. Jumlah Pengembangan Data
KUMKM

34 Dokumen

Program Anggaran Ket
1. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

1. Dukungan pemberdayaan KUMKM di
Daerah

Rp. 623.628.000 APBN

2. Satuan tugas pengawasan koperasi Rp. 141.605.000 APBN
3. Operasional PLUT di Daerah Rp. 481.000.000 APBN
4. Fasilitasi pameran dan promosi

KUMKM di Daerah
Rp. 234.100.000 APBN

5. Petugas penyuluh koperasi lapangan Rp. 1.994.152.000 APBN
Jumlah Rp. 3.474.485.000

Pihak Kedua,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

A. ZARKASI, SE., MM
Pembina
NIP. 19660830 199603 1 003
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Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PERUBAHAN JANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KARLINA Z. S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN

DINAS KOPERASI DAN UKM PROV. LAMPUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DR. AGUS NOMPITU, SE., MTP
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN UKM

PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS

DR. AGUS NOMPITU, SE., MTP
Pembina TK. I
NIP. 19670831 199303 1 006

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN

KARLINA Z. S.Sos
Penata TK. I
NIP. 19601215 198503 2 001

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.
Meningkatnya capaian
kinerja dan Akuntabilitas
Kinerja

Jumlah dokumen laporan
keuangan

10 Dokumen

2.
Meningkatnya Capaian
Administasi Keuangan
yang Lebih Baik

Persentase Temuan yang di
tindaklanjuti

100 %

No Program/Kegiatan Anggaran Ket
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 402.720.000 APBDP
2. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah
Rp. 128.217.200 APBDP

3. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah

Rp. 120.104.000 APBDP

2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Penyusunan laporan Keuangan Rp. 87.551.500 APBDP

Jumlah Rp. 738.592.700

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS

DR. AGUS NOMPITU, SE., MTP
Pembina TK. I
NIP. 19670831 199303 1 006

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN

KARLINA Z. S.Sos
Penata TK. I
NIP. 19601215 198503 2 001



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HELA SARI UTARI, SP. MM
Jabatan : KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN

DINAS KOPERASI DAN UKM PROV. LAMPUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DR. AGUS NOMPITU, SE., MTP
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN UKM

PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS

DR. AGUS NOMPITU, SE., MTP
Pembina TK. I
NIP. 19670831 199303 1 006

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SUB. BAGIAN
PERENCANAAN

HELA SARI UTARI, SP. MM
Pembina
NIP. 19730802 199803 2 003

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.
Meningkatnya capaian
kinerja

a. Jumlah dokumen
perencanaan

10 Dokumen

b. Nilai AKIP B

2.
Meningkatnya
ketersediaan data dan
Informasi

Jumlah data dan informasi 12 Bulam

3.

Meningkatnya
Sinkronisasi program
antara Pusat dengan
Daerah

Jumlah Koordinasi antara pusat
dan Daerah

15 Kab/Kota

No Program/Kegiatan Anggaran Ket
1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rp. 100.000.000 APBDP
2. Peningkatan Data dan Informasi Rp. 39.000.000 APBDP
3. Monev dan Sinkronisasi Program Rp. 77.284.282 APBDP

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan
1. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD Rp. 80.000.000 APBDP

Jumlah Rp. 296.284.282

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS

DR. AGUS NOMPITU, SE., MTP
Pembina TK. I
NIP. 19670831 199303 1 006

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SUB. BAGIAN
PERENCANAAN

HELA SARI UTARI, SP. MM
Pembina
NIP. 19730802 199803 2 003



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. AMIN SUHADI, MM
Jabatan : KEPALA SUB. BAGIAN UMU DAN KEPEGAWAIAN

DINAS KOPERASI DAN UKM PROV. LAMPUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DR. AGUS NOMPITU, SE., MTP
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN UKM

PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS

DR. AGUS NOMPITU, SE., MTP
Pembina TK. I
NIP. 19670831 199303 1 006

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Drs. AMIN SUHADI, MM
Pembina
NIP. 19670310 199902 1 001

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.

Meningkatnya pelayanan
perkantoran yang
Memenuhi Tertib
Administrasi

a. Jumlah Pelayanan
Administrasi Perkantoran

12 Bulan

b. Persentase Disiplin Pegawai 90 %

2.
Meningkatnya sarana dan
prasarana Aparatur

Jumlah Pemanfaatan Barang dan
Jasa

12 Bulan

3.

Meningkatnya
Pelaksanaan Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Jumlah SDM Aparatur yang
mengikuti Diklat

2 Orang

No Program/Kegiatan Anggaran Ket
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik

Rp. 394.000.000 APBDP

2. Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 120.000.000 APBDP
3. Penyediaan alat tulis kantor Rp. 30.580.000 APBDP
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 1.620.000 APBDP
5. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor
Rp. 3.650.000 APBDP

6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

Rp. 18.000.000 APBDP

7. Penyediaan makanan dan minuman Rp. 14.880.000 APBDP
8. Pameran dan promosi pembangunan Rp. 98.000.000 APBDP
9. Penatausahaan barang milik daerah Rp. 24.900.000 APBDP

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 0 APBDP
11. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional
Rp. 157.580.000 APBDP

12. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor

Rp. 4.350.000 APBDP

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
13. Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan

Diklat Pegawai
Rp. 20.000.000 APBDP

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
14. Penyusunan data kepegawaian Rp. 172.200.000 APBDP

Jumlah Rp. 1.059.760.000

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS

DR. AGUS NOMPITU, SE., MTP
Pembina TK. I
NIP. 19670831 199303 1 006

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Drs. AMIN SUHADI, MM
Pembina
NIP. 19670310 199902 1 001



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PPEERRUUBBAAHHAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANITA SARI IMRON, SE., MM
Jabatan : KEPALA SEKSI MONITORING, EVALUASI

PELAPORAN DAN DATA KOPERASI
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. RATNA MELIA SARI, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN

KELEMBAGAAN DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN

Dra. RATNA MELIA SARI, MM
Pembina TK. I
NIP. 19660505 198603 2 005

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
MONITORING, EVALUASI
PELAPORAN DAN DATA KOPERASI

ANITA SARI IMRON, SE., MM
Pembina
NIP. 19760811 200003 2 003

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.
Meningkatnya
Ketersediaan Data

a. Tersedianya Data dan
Informasi tentang Koperasi

15 Kab/Kota

b. Pemutakhiran Data Koperasi
Berdasarkan Online Data
Sistem

5.330 Koperasi

c. Jumlah Koperasi yang
memperoleh Nomor Induk
Koperasi dan Quick Response

100 Koperasi

No Program/Kegiatan Anggaran Ket
1. Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM

1. Koordinasi Kelembagaan dan Up-dating
Data Keragaan Koperasi

Rp. 50.000.000 APBD

Jumlah Rp. 50.000.000

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN

Dra. RATNA MELIA SARI, MM
Pembina TK. I
NIP. 19660505 198603 2 005

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
MONITORING, EVALUASI
PELAPORAN DAN DATA KOPERASI

ANITA SARI IMRON, SE., MM
Pembina
NIP. 19760811 200003 2 003



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PPEERRUUBBAAHHAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MULYADI, SH
Jabatan : KEPALA SEKSI PERIZINAN

DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. RATNA MELIA SARI, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN

KELEMBAGAAN DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN

Dra. RATNA MELIA SARI, MM
Pembina TK. I
NIP. 19660505 198603 2 005

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
PERIZINAN

MULYADI, SH
Penata TK. I
NIP. 19610523 199803 1 001

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.
Meningkatnya Jumlah
Koordinasi Koperasi

a. Jumlah Koperasi Simpan
Pinjam yang memiliki Izin
Usaha

30 Koperasi

No Program/Kegiatan Anggaran Ket
1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan

1. Pembinaan dan evaluasi monitaring
terhadap koperasi

Rp. 140.816.250 APBDP

Jumlah Rp. 140.816.250

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN

Dra. RATNA MELIA SARI, MM
Pembina TK. I
NIP. 19660505 198603 2 005

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
PERIZINAN

MULYADI, SH
Penata TK. I
NIP. 19610523 199803 1 001



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PPEERRUUBBAAHHAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. DEWI WAHYUNINGSIH
Jabatan : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN

DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. RATNA MELIA SARI, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN

KELEMBAGAAN DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN

Dra. RATNA MELIA SARI, MM
Pembina TK. I
NIP. 19660505 198603 2 005

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
KELEMBAGAAN

Dra. DEWI WAHYUNINGSIH
Penata TK. I
NIP. 19660527 199203 2 006

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.

Meningkatnya Jumlah
Koperasi yang Meningkat
dan Berkembang Usaha
serta Kelembagaannya

a. Jumlah Koperasi yang Rapat
Anggota Tahunan

800 Koperasi

b. Jumlah Koperasi yang
Berprestasi

13 Koperasi

No Program/Kegiatan Anggaran Ket
1. Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM

1. Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan
Hari Koperasi Tingkat Provinsi

Rp. 147.340.800 APBDP

Jumlah Rp. 147.340.800

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN

Dra. RATNA MELIA SARI, MM
Pembina TK. I
NIP. 19660505 198603 2 005

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
KELEMBAGAAN

Dra. DEWI WAHYUNINGSIH
Penata TK. I
NIP. 19660527 199203 2 006



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PPEERREEUUBBAAHHAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASRONI, S.Sos., MM
Jabatan : KEPALA SEKSI FASILITASI UKM

DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ENDI APRIYADI, S.Pt
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN UKM

DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN UKM

ENDI APRIYADI, S.Pt
Pembina
NIP. 19760418 200212 1 010

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
FASILITASI UKM

ASRONI, S.Sos., MM
Pembina
NIP. 19700411 200312 1 004

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.
Meningkatnya jaringan
usaha dan pemasaran

a.
Jumlah UKM yang mendapat
akses permodalan

30 UKM

b.
Jumlah UKM yang mendapat
HaKI dan Paten

12 UKM

c. Jangkauan pemasaran 5 Provinsi

No Program/Kegiatan Anggaran Ket
1. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah
1. Pengembangan dan Promosi Produk-Produk

Unggulan Daerah
Rp. 625.000.000 APBDP

Jumlah Rp. 625.000.000

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN UKM

ENDI APRIYADI, S.Pt
Pembina
NIP. 19760418 200212 1 010

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
FASILITASI UKM

ASRONI, S.Sos., MM
Pembina
NIP. 19700411 200312 1 004



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PPEERRUUBBAAHHAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MERLINDA, SE., MM
Jabatan : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN

DAN PERLINDUNGAN UKM DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ENDI APRIYADI, S.Pt
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN UKM

DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN UKM

ENDI APRIYADI, S.Pt
Pembina
NIP. 19760418 200212 1 010

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
PENGEMBANGAN, PENGUATAN
DAN PERLINDUNGAN UKM

MERLINDA, SE., MM
Penata TK. I
NIP. 19820309 200804 2 002

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.
Meningkatnya pembinaan
dan pemberdayaan UKM

a. Jumlah UKM yang dibina 2.000 UKM

b.
Jumlah sentra usaha UKM
yang dibina

1 Sentra

No Program/Kegiatan Anggaran Ket
1. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah
1. Identifikasi dan fasilitasi penerbitan

standarisasi mutu bagi UMKM
Rp. 75.176.000 APBDP

Jumlah Rp. 75.176.000

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN UKM

ENDI APRIYADI, S.Pt
Pembina
NIP. 19760418 200212 1 010

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
PENGEMBANGAN, PENGUATAN
DAN PERLINDUNGAN UKM

MERLINDA, SE., MM
Penata TK. I
NIP. 19820309 200804 2 002



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PPEERREERRUUBBAAHHAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAKHMAT WIDAYAT, SE
Jabatan : KEPALA SEKSI PENINGKATAN KUALITAS

WIRAUSAHA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ENDI APRIYADI, S.Pt
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN UKM

DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN UKM

ENDI APRIYADI, S.Pt
Pembina
NIP. 19760418 200212 1 010

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
PENINGKATAN KUALITAS
KEWIRAUSAHAAN

RAKHMAT WIDAYAT, SE
Penata TK. I
NIP. 19621213 198303 1 005

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.
Meningkatnya Kualitas
Kewirausahaan

a. Jumlah Wirausaha Baru 50 UKM

b.
Jumlah Pelaku Usaha yang
dilatih

50 UKM

No Program/Kegiatan Anggaran Ket
1. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah
1. Transplantasi untuk 10 KUMKM dalam

Provinsi dalam rangka pembinaan ke luar
provinsi

Rp. 75.000.000 APBDP

Jumlah Rp. 75.000.000

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN UKM

ENDI APRIYADI, S.Pt
Pembina
NIP. 19760418 200212 1 010

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
PENINGKATAN KUALITAS
KEWIRAUSAHAAN

RAKHMAT WIDAYAT, SE
Penata TK. I
NIP. 19621213 198303 1 005



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PPEERRUUBBAAHHAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI MUHAMMAD YAMIN, S.S.TP
Jabatan : KEPALA SEKSI FASILITASI USAHA KOPERASI

DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DR. AGUS NOMPITU, SE., MTP.
Jabatan : Plt. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI

DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI

DR. AGUS NOMPITU, SE., MTP
Pembina TK. I
NIP. 19670831 199303 1 006

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
FASILITASI USAHA KOPERASI

ANDI MUHAMMAD YAMIN, S.S.TP
Penata TK. I
NIP. 19800609 199912 1 002

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.
Meningkatnya Daya Saing
Koperasi dan UMKM

a.
Jumlah koperasi yang
mendapat akses kredit ke
perbankan

20 Koperasi

b.

Jumlah koperasi yang
mendapat akses bantuan
permodalan dari lembaga
penyaluran dana bergulir baik
Pusat maupun Daerah

15 Koperasi

c.

Jumlah koperasi yang
mendapat akses kemitraan
dengan perusahaan pabrikan
dan perkulanan

10 Koperasi

No Program/Kegiatan Anggaran Ket
1. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM

1. Peningkatan kemitraan antara koperasi
dengan perusahaan pabrikan dan perkulakan

Rp. 50.000.000 APBDP

2. Peningkatan akses pasar produk koperasi
dalam dan luar negeri

Rp. 50.000.000 APBDP

3. Percepatan pengembangan jaminan kredit
daerah

60.000.000 APBDP

2. Program Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM
4. Peningkatan jenis usaha koperasi Rp. 50.000.000 APBDP

3. Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM
5. Monitoring dan evaluasi pengembangan

SDM Koperasi
Rp. 74.194.000 APBDP

Jumlah Rp. 284.194.000

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI

DR. AGUS NOMPITU, SE., MTP
Pembina TK. I
NIP. 19670831 199303 1 006

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
FASILITASI USAHA KOPERASI

ANDI MUHAMMAD YAMIN, S.S.TP
Penata TK. I
NIP. 19800609 199912 1 002



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PPEERRUUBBAAHHAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HASANUDDIN, SE
Jabatan : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN

DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DR. AGUS NOMPITU, SE., MTP.
Jabatan : Plt. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI

DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI

DR. AGUS NOMPITU, SE., MTP
Pembina TK. I
NIP. 19670831 199303 1 006

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
PENGEMBANGAN, PENGUATAN
DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

HASANUDDIN, SE
Penata TK. I
NIP. 19611012 198303 1 008

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.
Meningatnya Daya Saing
Koperasi dan UMKM

a.
Jumlah koperasi serba usaha
dengan varian unit usaha
bertambah

10 Koperasi

b.
Terbentuknya PT. Jaminan
Kredit Daerah

1 Perusahaan

c.
Jumlah Provinsi yang
terjangkau pemasaran produk
koperasi

8 Provinsi

d.
Jumlah Negara yang
terjangkau Produk Koperasi

1 Negara

e.
Jumlah Koperasi yang
Terfasilitasi dalam Sengketa
Hukum

2 Koperasi

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI

DR. AGUS NOMPITU, SE., MTP
Pembina TK. I
NIP. 19670831 199303 1 006

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
PENGEMBANGAN, PENGUATAN
DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

HASANUDDIN, SE
Penata TK. I
NIP. 19611012 198303 1 008



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PPEERRUUBBAAHHAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. NURIASALMA, MM
Jabatan : KEPALA SEKSI PENINGKATAN KUALITAS SDM

KOPERASI DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DR. AGUS NOMPITU, SE., MTP.
Jabatan : Plt. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI

DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI

DR. AGUS NOMPITU, SE., MTP
Pembina TK. I
NIP. 19670831 199303 1 006

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
PENINGKATAN KUALITAS SDM
KOPERASI

Ir. NURIASALMA, MM
Pembina
NIP. 19690120 199303 2 005

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.
Meningatnya Penyerapan
Tenaga Kerja Koperasi
dan Partisipasi Masyarakat

a.

Jumlah sumber daya manusia
(SDM) koperasi yang
menguasai standar akuntansi
koperasi

50 Orang

b.

Jumlah sumber daya manusia
(SDM) koperasi yang
memahami manajemen
pemasaran

50 Orang

c.

Jumlah sumber daya manusia
(SDM) koperasi yang
memahami system online
dalam pengelolaan dan
pemasaran produk koperasi

50 Orang

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI

DR. AGUS NOMPITU, SE., MTP
Pembina TK. I
NIP. 19670831 199303 1 006

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
PENINGKATAN KUALITAS SDM
KOPERASI

Ir. NURIASALMA, MM
Pembina
NIP. 19690120 199303 2 005



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PPEERRUUBBAAHHAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. ZARKASI, SE., MM
Jabatan : KEPALA SEKSI PENERAPAN PERATURAN DAN

SANKSI DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ILHAM ALAWI, B.Sc
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN

PEMERIKSAAN DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

ILHAM ALAWI, B.Sc
Pembina
NIP. 19601116 198303 1 005

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PENERAPAN
PERATURAN DAN SANKSI

A. ZARKASI, SE., MM
Pembina
NIP. 19660830 199603 1 003

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.

Meningkatnya
Pengawasan terhadap
Penerapan Aturan
Perkoperasian Tingkat
Provinsi

a.

Jumlah peningkatan
kepatuhan koperasi terhadap
peraturan perundang –
undangan

25 Koperasi

b.
Jumlah koperasi yang diawasi
penerapan peraturan usaha
koperasi

15 Koperasi

c.

Jumlah penerapan sanksi
terhadap pelanggaran
peraturan kelembagaan, usaha
dan pembiayaan koperasi

7 Koperasi

No Program Anggaran Ket
1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi Usaha Mikro

Kecil dan Menengah
1. Pengawasan Kepatuhan Legalitas Koperasi dan

Sanksi
Rp. 70.176.250 APBDP

Jumlah Rp. 70.176.250

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

ILHAM ALAWI, B.Sc
Pembina
NIP. 19601116 198303 1 005

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PENERAPAN
PERATURAN DAN SANKSI

A. ZARKASI, SE., MM
Pembina
NIP. 19660830 199603 1 003



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PPEERRUUBBAAHHAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. RIA SIANTURI
Jabatan : KEPALA SEKSI PENILAIAN KESEHATAN

KOPERASI DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ILHAM ALAWI, B.Sc
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN

PEMERIKSAAN DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

ILHAM ALAWI, B.Sc
Pembina
NIP. 19601116 198303 1 005

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI

Dra. RIA SIANTURI
Penata TK. I
NIP. 19601111 198203 2 011

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.
Meningkatnya Upaya
Penilaian Kesehatan
Koperasi

a.
Jumlah koperasi yang dinilai
kesehatannya

30 Koperasi

b.
Jumlah monev terhadap
Tindaklanjut penilaian
simpan pinjam koperasi

25 Koperasi

c.
Jumlah evaluasi dan
pelaporan penilaian kesehatan
koperasi

20 Koperasi

No Program Anggaran Ket
1. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan UMKM

1. Penilaian Kesehatan bagi KSP/USP,
KJKS/UJKS

Rp. 60.000.000 APBDP

2. Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM
1. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Rp. 70.000.000 APBDP

Jumlah Rp. 130.000.000

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

ILHAM ALAWI, B.Sc
Pembina
NIP. 19601116 198303 1 005

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI

Dra. RIA SIANTURI
Penata TK. I
NIP. 19601111 198203 2 011



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PPEERRUUBBAAHHAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. ROSLINA NELIANIDA
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN

DAN USAHA KOPERASI DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ILHAM ALAWI, B.Sc
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN

PEMERIKSAAN DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

ILHAM ALAWI, B.Sc
Pembina
NIP. 19601116 198303 1 005

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN
KELEMBAGAAN DAN USAHA
KOPERASI

Dra. ROSLINA NELIANIDA
Penata TK. I
NIP. 19660927 198603 2 002

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.
Meningkatnya Kualitas
Kelembagaan Usaha
Koperasi

a.
Jumlah koperasi yang diaudit
oleh Akuntan Publik

20 Koperasi

b.

Jumlah pengawasan dan
pemeriksaan pada
kelembagaan koperasi,
kepatuhan, legalitas dan tata
laksana terhadap peraturan
perundang undangan koperasi

30 Koperasi

No Program Anggaran Ket
1. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi

Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1. Pemeriksaan usaha dan laporan keuangan

koperasi
Rp. 111.950.000 APBDP

Jumlah Rp. 111.950.000

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

ILHAM ALAWI, B.Sc
Pembina
NIP. 19601116 198303 1 005

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN
KELEMBAGAAN DAN USAHA
KOPERASI

Dra. ROSLINA NELIANIDA
Penata TK. I
NIP. 19660927 198603 2 002



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASMAYADI, SE
Jabatan : JFU. SEKSI MONITORING DAN EVALUASI

UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAPARUDIN, SE
Jabatan : Plt. KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI

DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA UPTD

SYAPARUDIN, SE.
Penata TK. I
NIP. 19610602 198703 1 005

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

JFU. SEKSI MONITORING DAN
EVALUASI

ASMAYADI, SE
Penata
NIP. 19640612 199001 1 002

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.

Meningkatnya Kualitas
Sumber Daya Manusia
Pengelola Koperasi dan
UKM

a.
Jumlah Pelaksana Koperasi
yang dilatih

900 Koperasi

b.
Jumlah Pelaksana UKM yang
dilatih

500 UKM

No Program Anggaran Ket
1. Peningkatan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM

1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM
Koperasi dan UMKM

Rp. 2.000.000.000 APBDP

Jumlah Rp. 2.000.000.000

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA UPTD

SYAPARUDIN, SE.
Penata TK. I
NIP. 19610602 198703 1 005

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

JFU. SEKSI MONITORING DAN
EVALUASI

ASMAYADI, SE
Penata
NIP. 19640612 199001 1 002



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAPARUDIN, SE
Jabatan : KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA

UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAPARUDIN, SE
Jabatan : Plt. KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI

DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA UPTD

SYAPARUDIN, SE.
Penata TK. I
NIP. 19610602 198703 1 005

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA

SYAPARUDIN, SE.
Penata TK. I
NIP. 19610602 198703 1 005

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.

Meningkatnya Pelayanan
UPTD Balai Pendidikan
dan Pelatihan Koperasi
dan UKM

a.
Jumlah Peningkatan
Pelayanan Perkantoran UPTD
Balatkop

12 Bulan

b.
Jumlah Diklat yang
dilaksanakan

30 Kali

No Program Anggaran Ket
1. Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah
1. Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM

Koperasi dan UMKM
Rp. 41.288.000 APBDP

2. Diklat manajemen usaha kecil bagi anggota
koperasi

Rp. 75.000.000 APBDP

Jumlah Rp. 116.288.000

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA UPTD

SYAPARUDIN, SE.
Penata TK. I
NIP. 19610602 198703 1 005

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA

SYAPARUDIN, SE.
Penata TK. I
NIP. 19610602 198703 1 005



Perubahan Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPRIHONO, S.Sos., MM
Jabatan : KEPALA SEKSI PENYELENGGARA

UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAPARUDIN, SE
Jabatan : Plt. KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI

DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA UPTD

SYAPARUDIN, SE.
Penata TK. I
NIP. 19610602 198703 1 005

Telukbetung, Nopmeber 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEYELENGGARAAN

SUPRIHONO, S.Sos., MM
Pembina
NIP. 19640614 198502 1 001

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.

Meningkatnya Jumlah
Sumber Daya Manusia
Koperasi dan UKM yang
Meningat Kapasitasnya

a.
Jumlah Pelaku Koperasi yang
dilatih

1.000 Koperasi

b.
Jumlah Pelaku UKM yang
dilatih

600 UKM

c.
Jumlah Pelaku Usaha
Koperasi dan UKM yang
bersertifikat

100 KUKM

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA UPTD

SYAPARUDIN, SE.
Penata TK. I
NIP. 19610602 198703 1 005

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEYELENGGARAAN

SUPRIHONO, S.Sos., MM
Pembina
NIP. 19640614 198502 1 001



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUHANA YUANITA, S. Sos
Jabatan : KEPALA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI

UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAPARUDIN, SE
Jabatan : Plt. KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI

DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA UPTD

SYAPARUDIN, SE.
Penata TK. I
NIP. 19610602 198703 1 005

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI MONITORING DAN
EVALUASI

YUHANA YUANITA, S. Sos
Penata TK. I
NIP. 19610101 198903 2 007

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.

Meningkatnya Jumlah
Sumber Daya Manusia
Koperasi dan UKM yang
dimonitoring

Jumlah Pelaku Koperasi dan
UKM yang dievaluasi setelah
dilatih

800 KUKM

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA UPTD

SYAPARUDIN, SE.
Penata TK. I
NIP. 19610602 198703 1 005

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI MONITORING DAN
EVALUASI

YUHANA YUANITA, S. Sos
Penata TK. I
NIP. 19610101 198903 2 007



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS SALIM, S. Sos
Jabatan : KEPALA SEKSI TEKNIS MONEV

UPTD PERKUATAN MODAL KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PRIYATMONO, S.Sos
Jabatan : KEPALA UPTD PERKUATAN MODAL KOPERASI

DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD

PRIYATMONO, S.Sos
Pembina
NIP. 19620513 198502 1 001

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TEKNIS MONEV

AGUS SALIM, S. Sos
Penata TK. I
NIP. 19631008 198102 1 003

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.

Meningkatnya Jumlah
Koperasi dan UKM yang
mendapat Fasilitas Akses
Permodalan BLUD

a.
Jumlah Pembiayaan
Peningkatan Pelayanan PPK-
BLUD

450 KUKM

b.

Jumlah Koperasi dan UKM
yang termonitoring dan
Terevaluasi Pemanfaatan
Dana Bergulir BLUD

200 KUKM

c.

Jumlah Peserta Diklat
Perkuatan Modal Usaha bagi
UKM Calon/Penerima Dana
Bergulir BLUD

100 KUKM

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD

PRIYATMONO, S.Sos
Pembina
NIP. 19620513 198502 1 001

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TEKNIS MONEV

AGUS SALIM, S. Sos
Penata TK. I
NIP. 19631008 198102 1 003



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PPEERRUUBBAAHHAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALBERNUI KUSUMA YUDA, SE
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

UPTD PERKUATAN MODAL KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : PRIYATMONO, S.Sos
Jabatan : KEPALA UPTD PERKUATAN MODAL KOPERASI

DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD
PERKUATAN MODAL KOPERASI
DAN UKM

PRIYATMONO, S.Sos
Pembina
NIP. 19620513 198502 1 001

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN

ALBERNUI KUSUMA YUDA, SE
Penata TK. I
NIP. 19641110 199001 1 001

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.

Meningkatnya Pembinaan
dan Pengawasan Terhadap
Pinjaman Koperasi dan
UKM

a.
Jumlah Penagihan Pinjaman
Kepada Koperasi dan UKM
Priode Tahun 2018

4.750 Milyar

b.
Penyelesaian Pinjaman
Koperasi dan UKM yang
bermasalah

100 KUKM

No Program Anggaran Ket
1. Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM

1. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana
Bergulir BLUD

Rp. 30.000.000 APBDP

Jumlah Rp. 30.000.000

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD
PERKUATAN MODAL KOPERASI
DAN UKM

PRIYATMONO, S.Sos
Pembina
NIP. 19620513 198502 1 001

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN

ALBERNUI KUSUMA YUDA, SE
Penata TK. I
NIP. 19641110 199001 1 001



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. IRWAN S. Sos., MM
Jabatan : KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA

UPTD PERKUATAN MODAL KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PRIYATMONO, S.Sos
Jabatan : KEPALA UPTD PERKUATAN MODAL KOPERASI

DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD

PRIYATMONO, S.Sos
Pembina
NIP. 19620513 198502 1 001

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA

M. IRWAN, S.Sos., MM
Penata TK. I
NIP. 19730516 199103 1 003

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.
Meningkatnya Pelayanan
UPTD Perkuatan Modal
Koperasi dan UKM

a.
Jumlah Peningkatan
Pelayanan Perkantoran UPTD
BLUD

12 Bulan

b.
Jumlah Proposal yang Layak
mendapat Pinjaman BLUD

300 KUKM

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD

PRIYATMONO, S.Sos
Pembina
NIP. 19620513 198502 1 001

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA

M. IRWAN, S.Sos., MM
Penata TK. I
NIP. 19730516 199103 1 003



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PPEERRUUBBAAHHAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUNGA AULIA, SH., MM
Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN USAHA

UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM
Jabatan : KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU

PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD

SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM
Pembina
NIP. 19700725 199003 2 003

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
PELAYANAN USAHA

BUNGA AULIA, SH., MM
Penata TK. I
NIP. 19830413 200212 2 003

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.
Meningkatnya kinerja
layanan terpadu PLUT
bagi KUMKM

Jumlah sentra UKM yang menjadi
mitra binaan PLUT

15 Sentra UKM

No Program/Kegiatan Anggaran Ket
1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM

1. Peningkatan kapasitas layanan PLUT
KUMKM

Rp. 119.915.000 APBD

Jumlah Rp. 119.915.000

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD

SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM
Pembina
NIP. 19700725 199003 2 003

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
PELAYANAN USAHA

BUNGA AULIA, SH., MM
Penata TK. I
NIP. 19830413 200212 2 003



Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2018

PPEERRUUBBAAHHAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. INDRA GUNAWAN
Jabatan : KEPALA SEKSI PROMOSI DAN JARINGAN USAHA

UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM
Jabatan : KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU

PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD

SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM
Pembina
NIP. 19700725 199003 2 003

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
PROMOSI DAN JARINGAN USAHA

Drs. INDRA GUNAWAN
Pembina
NIP. 19641226 198703 1 002

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG
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LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.
Meningkatnya fasilitasi
akses pemasaran UMKM

Jumlah UMKM yang didampingi
go online

50 UMKM

2.
Meningkatnya kualitas
SDM UMKM

Jumlah UMKM yang memperoleh
layanan pengelolaan keuangan

50 UMKM

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD

SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM
Pembina
NIP. 19700725 199003 2 003

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
PROMOSI DAN JARINGAN USAHA

Drs. INDRA GUNAWAN
Pembina
NIP. 19641226 198703 1 002
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PPEERRUUBBAAHHAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA TTAAHHUUNN 22001188
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII DDAANN UUKKMM PPRROOVVIINNSSII LLAAMMPPUUNNGG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISKANDAR, SH,. MM.
Jabatan : KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA

UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM
Jabatan : KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU

PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD

SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM
Pembina
NIP. 19700725 199003 2 003

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA

ISKANDAR, SH., MM.
Pembina
NIP. 19601108 195801 1 001

PEMERINTAH  PROVINSI  LAMPUNG
DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH

Jln. Cut Mutia No.40 Telp. 0721-473215, Fax. 0721-470124
E-Mail : koperasiumkmprovlampung00@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG
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LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1.

Meningkatnya kualitas
SDM KUMKM dan
Pemantapan kelembagaan
KUMKM

Jumlah KUMKM yang terlayani 60 KUMKM

No Program/Kegiatan Anggaran Ket
1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM

1. Pengembangan pusat layanan usaha terpadu
PLUT

Rp. 43.350.000 APBD

Jumlah Rp. 43.350.000

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD

SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM
Pembina
NIP. 19700725 199003 2 003

Telukbetung, Nopember 2018

Pihak Pertama,

KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA

ISKANDAR, SH., MM.
Pembina
NIP. 19601108 195801 1 001
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V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari uraian yang telah di sampaikan dapat disimpulkan bahwa Perubahan Perjanjian

Kinerja Tahun 2018 sesuai yang di IKU sebagaimana yang telah di targetkan

meskipun belum semua kegiatan pada usulan Renstra Tahun 2018 dapat dilakukan

karena terdapat keterbatasan anggaran yang di peroleh Dinas Koperasi dan UKM

Provinsi Lampung.

5.2 Saran

Memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM

Provinsi Lampung dalam merealisasikan program/kegiatan tahun 2018, maka

disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam menyusun rencana kerja tahun berikutnya tetap mengacu pada Renstra

yang ada, sehingga kesesuaian antara Renstra, RPJMD, RKPD dan Renja dapat

konsisten sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sehingga target kinerja

maupun penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Mengupayakan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan teknis

dan fungsional yang berkesinambungan. Mengupayakan pengadaan sarana dan

prasarana kerja, guna meningkatkan daya dukung yang mampu menghasilkan

kinerja yang optimal.

Bandar Lampung, Januari 2017
KEPALA DINAS,

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610307 198603 1 007
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KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH TA’ALLA

yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga tersusunnya Rencana

Kinerja Tahunan Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dengan

dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung

Tahun Anggaran 2018.

Rencana Kinerja Tahunan Perubahan ini disusun sesuai dengan Rencana

Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2015

– 2019 berdasarkan tugas pokok dan fungsi akan melaksanakan 10 (Sepuluh)

program dan 44 (Empat Puluh Empat) kegiatan dengan dukungan dana APBD

sebesar Rp. 6.785.587.184,- (Enam Miliyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima

Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Lampung dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja dan

terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggungjawab serta bebas Kolusi,

Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Perubahan ini dibuat dan dijadikan

pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur dimasa mendatang.

Bandar Lampung, Nopember 2018

KEPALA DINAS,

SATRIA ALAM, SE,. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007



RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Lampung Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi

dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2015–2019 yang didukung melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang tertuang dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 7.250.000.000,- (Tujuh

Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), mencakup 45 (Empat Puluh lima)

kegiatan yaitu :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan biaya

Rp. 394.000.000,-

2. Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan biaya Rp. 402.720.000,-

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan biaya Rp. 120.000.000,-

4. Penyediaan alat tulis kantor, dengan biaya Rp. 30.580.000,-

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan biaya Rp. 1.620..000,-

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan

biaya Rp. 3.650..000,-

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan biaya

Rp. 18.000.000,-

8. Penyediaan makanan dan minuman, dengan biaya Rp. 14.880.000,-

9. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan biaya

Rp. 128.217.200,-

10. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dengan biaya

Rp. 120.104.000,-

11. Pameran dan Promosi Pembangunan, dengan biaya Rp. 98.000.000,-

12. Penatausahaan barang milik daerah, dengan biaya Rp. 24.900.000,-

13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan biaya Rp. 0,-

14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan biaya

Rp. 157.580.000,-

15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dengan biaya

Rp. 4.350.000,-

16. Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai, dengan biaya

Rp. 20.000.000,-

17. Penyusunan laporan Keuangan, dengan biaya Rp. 87.551.500,-

18. Penyusunan data kepegawaian, dengan biaya Rp. 172.200.000,-



19. Penyusunan program dan laporan capaian kinerja, dengan biaya Rp.

100.000.000,-

20. Peningkatan Data dan Informasi, dengan biaya Rp. 39.000.000,-

21. Monev dan sinkronisasi program, dengan biaya Rp. 77.284.282,-

22. Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS, dengan biaya

Rp. 60.000.000,-

23. Transplantasi untuk 10 KUMKM dalam Provinsi dalam rangka pembinaan ke

luar provinsi, dengan biaya Rp. 75.000.000,-

24. Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah, dengan biaya

Rp. 625.000.000,-

25. Identifikasi dan fasilitasi penerbitan standarisasi mutu bagi UMKM, dengan

biaya Rp. 75.176.000,-

26. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), dengan biaya

Rp. 43.350.000,-

27. Pengawasan kepatuhan legalitas koperasi dan sanksi, dengan biaya

Rp. 76.176.250,-

28. Pemeriksaan usaha dan laporan keuangan koperasi, dengan biaya

Rp. 111.950.000,-

29. Peningkatan kemitraan antara koperasi dengan perusahaan pabrikan dan

perkulakan, dengan biaya Rp. 50.000.000,-

30. Peningkatan kapasitas layanan PLUT KUMKM, dengan biaya

Rp. 119.915.000,-

31. Peningkatan akses pasar produk koperasi dalam dan luar negeri, dengan biaya

Rp. 50.000.000,-

32. Percepatan pengembangan jaminan kredit daerah, dengan biaya

Rp. 60.000.000,-

33. Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD, dengan biaya Rp. 672.229.302,-

34. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD, dengan biaya

Rp. 30.000.000,-

35. Peningkatan jenis usaha koperasi, dengan biaya Rp. 60.000.000,-

36. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM, dengan biaya

Rp. 2.000.000.000,-

37. Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM Koperasi, dengan biaya

Rp. 74.194.000,-

38. Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi,

dengan biaya Rp. 147.340.800,-



39. Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi, dengan

biaya Rp. 49.514.600,-

40. Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM, dengan

biaya Rp. 41.288.000,-

41. Diklat manajemen usaha kecil bagi anggota koperasi, dengan biaya

Rp. 75.000.000,-

42. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi, dengan biaya Rp. 70.000.000,-

43. Pembinaan dan evaluasi monitaring terhadap koperasi, dengan biaya

Rp. 140.816.250,-

44. Penyelenggaraan musrenbang SKPD, dengan biaya Rp. 80.000.000,-
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah terbentuknya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Lampung pada mulanya Kantor Wilayah

Perindustrian dan Kontor Wilayah Koperasi berdiri masing-masing.  Pada

tahun 2000 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun

2000, tentang  Tata Kerja Dinas di Provinsi Lampung terbentuklah Dinas

Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Tahun 2007, Diskoperindag Provinsi Lampung dengan Peraturan

Daerah Provinsi Lampung No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan

Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung terpisah menjadi Dinas Koperasi dan

UMKM Provinsi Lampung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Lampung.

Tahun 2009 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13

Tahun 2009  tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung,

Dinas Koperasi  dan UMKM Provinsi Lampung dengan Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Propinsi Lampung bergabung kembali menjadi Dinas

Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

sampai dengan akhir Desember 2014 yang dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

Lampung.

Tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014 dengan Peraturan Daerah

Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 Tentang

Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Dinas Koperasi,

UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diubah kembali

menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

Provinsi Lampung. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi

dan UMKM Provinsi Lampung merupakan unsur Pelaksana Teknis

Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi dan UMKM yang dipimpin oleh



Bab I - 2

seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Gubernur Lampung.

Tahun 2016 Dinas Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menangah

Provinsi Lampung berubah Numenklatur tepatnya tanggal 21 Nopember

2016 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung

dan Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 76 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Lampung

1.2. Dasar Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Lampung Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan  pada peraturan

perundang-undangan sebagai  berikut:

Landasan Idiil : Pancasila

Landasan Konstitusional :  Undang-Undang Dasar 1945

Landasan Operasional :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5. Undang-Undang No. 17  Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan

Menengah

7. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah

8. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Pemerintah No. 07  Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan.
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10. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 Tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

11. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  No. 13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam

Penyusunan Atau Evaluasi  Rencana Pembangunan Daerah.

15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239 Tahun

2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun

2005-2025.

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun

2009 Sampai Dengan 2029.

18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13

Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Provinsi Lampung.

19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi

Lampung Tahun 2015-2019.

20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tahun 2016 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menangah Provinsi

Lampung berubah Numenklatur tepatnya tanggal 21 Nopember 2016

dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang
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Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Sesuai

dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 76 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

1. Tugas Pokok

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

Provinsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah

berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas

dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan

dibidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

b. pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian

koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran

koperasi tingkat provinsi;

c. pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi

dan pemberian ijin usaha simpan pinjam, penerbitan izin

pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS),

kantor cabang pembantu dan kantor kas wilayah

keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;

d. pemfasilitasian tugas pernbantuan dalarn rangka

pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat

Provinsi;

e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang

perkoperasian dan UKM;

f. pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan

pemberdayaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
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g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan

UKM di Tingkat Provinsi;

h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka

penumbuhan  kewirausahaan baru, ikIim usaha kondusif

bagi UKM di Tingkat Provinsi;

i. pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan,

kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan

dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan

ditingkat provinsi;

j. pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan

skala usaha menjadi menengah;

k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan

UKM di tingkat provinsi;

l. pemfasilitasi akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM

di Tingkat Provinsi;

m. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi

terhadap upaya pemberdayaan daJam rangka pembinaan

Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;

n. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan

kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan

Unit Simpan Pinjam (USP)/ Unit Simpan Pinjam Pola

Syariah (USPPS);

o. pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah

keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;

p. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi

Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah

keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;

q. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah

keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;

r. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan

s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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1.4. Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawah:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, membawahi :

1. Seksi Perizinan;

2. Seksi Kelembagaan dan;

3. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.

d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :

1. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;

2. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan

3. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.

e. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :

1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;

2. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi; dan

3. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan

Koperasi.

f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah,

membawahi:

1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;

2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha

Kecil dan Menengah; dan

3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan

h. Kelompok Jabaan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dengan

bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin

oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang- bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan

f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
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(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

masing–masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan f

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) huruf I, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksanan Teknis Dinas

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf j, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai

Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

(8) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
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Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Dinas Koperasi dan UKM Nomor : 8 Tahun 2016

Tanggal : 21 Nopember 2016

KEPALA DINAS

Bidang Perizinan dan
Kelembagaan

Bidang Pengawasan
dan Pemeriksaan

Bidang Pemberdayaan
Koperasi

Bidang Pemberdayaan
UKM

Sekretariat

Subbag Umum
&

Kepegawaian

Subbag
Keuangan

Subbag
Perencanaan

Seksi Perizinan
Seksi Penilaian

Kesehatan Koperasi
Seksi Fasilitasi Usaha

Koperasi
Seksi Fasilitasi Usaha
Kecil dan Menengah

Seksi Kelembagaan
Seksi Pemeriksaan
Kelembagaan dan

Usaha Koperasi

Seksi Peningkatan
Kualitas SDM Koperasi

Seksi Pengembangan,
Penguatan, dan

Perlindungan UKM

Seksi Monitoring
Evaluasi Pelaporan
dan Data Koperasi

Seksi Penerapan
Peraturan dan Sanksi

Seksi Pengambangan,
Penguatan dan

Perlindungan Koperasi

Seksi Peningkatan
Kualitas

Kewirausahaan

UPTD

Balatkop

Kelompok Jabatan
Funngsional UPTD



Bab I - 9

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1.Maksud Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perubahan

Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Lampung Tahun 2018 adalah merupakan sebagai tindaklanjut / break

down dari Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Lampung, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibiayai oleh

dana APBD Provinsi Lampung Tahun 2018 (desentralisasi) yang

merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah Provinsi Lampung sebagai unsur

penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di Provinsi Lampung.

RKT Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Lampung merupakan rencana Pembangunan tahunan yang

menjabarkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, urusan

dan anggaran sesuai program/kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Provinsi Lampung yang dituangkan dalam

dokumen RKT Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Lampung yang akan dicapai dalam Tahun Anggaran 2018.

1.5.2.Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perubahan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun

2018 adalah memberi acuan dan tolok ukur untuk mengambil

keputusan tentang tingkat kinerja yang akan dicapai, dikaitkan dengan

tingkat pelaksanaan program dan kegiatan sesuai anggaran pada tahun

bersangkutan dalam rangka perwujudan peningkatan Koperasi dan

UKM di Provinsi Lampung.
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BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

Berdasarkan analisis pada terdahulu maka dapat disusun Rencana

Strategis yaitu Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk rencana pembangunan

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.  Program pembangunan pada

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama lima tahun mendatang

(2015 sampai dengan 2019) terdiri atas 13 (tiga belas) program

pembangunan sebagaimana yang terinci dalam Tabel 5.1, yaitu:

1. Pengembangan Sistem  Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah dengan indikator kinerja adalah

meningkatnya jumlah KUMKM yang terfasilitasi peningkatan sistem

pendukung usahanya

2. Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan  Modal KUMKM

dengan indikator kinerjanya adalah meningkatnya jumlah KUMKM

yang mendapat fasilitas akses permodalan BLUD

3. Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM dengan indikator kinerja

adalah meningkatnya jumlah koperasi dan umkm yang meningkat

usahanya

4. Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM dengan indikator

kinerja adalah meningkatnya jumlah koperasi dan umkm yang

berkembang kelembagaannya

5. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM dengan indikator

kinerja adalah meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang

meningkat kapasitasnya
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6. Peningkatan Kualitas Kelembagaan/Revitalisasi Kelembagaan dengan

indikator kinerjanya adalah meningkatnya jumlah koperasi yang

meningkat kualitas kelembagaannya

7. Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah dengan indikator kinerjanya adalah

meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat dan

berkembang usahanya serta kelembagaannya

8. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator

kinerja program adalah terwujudnya pelayanan perkantoran yang

memenuhi tertib administrasi

9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator kinerja

program adalah tersedianya sarana dan prasarana aparatur

10. Peningkatan Disiplin Aparatur dengan indikator kinerja program

adalah jumlah paket kegiatan penunjang peningkatan disiplin apartur.

11. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator

kinerja program adalah terwujudnya pelaksanaan peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

12. Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

dengan indikator kinerja adalah terwujudnya pelaksanaan peningkatan

sistem capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dengan indikator kinerja

adalah terwujudnya pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang

berkelanjutan

2.1.1. Matriks Renstra 2015 – 2019
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2.1.1. Matrik Renstra 2015 - 2019
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode Urusan Bidang
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2 11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2 11 15 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2 11 15 2 Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal permodalan Bagi

KUMKM
0 150.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan

2 11 15 3 Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS 0 100.000.000 50 Koperasi 150.000.000 75 Koperasi 200.000.000 100 Koperasi 200.000.000 100 Koperasi
2 11 15 5 Rakor dengan Dinas/Instansi terkait tentang fasilitasi

perizinan usaha simpan pinjam
0 150.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan

2 11 15 6 Bintek dan transplantasi bagi Pengelola Koperasi Pola
Konvensional dan syariah

0 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang

2 11 15 7 Rakor Validasi/Pemutakhiran Data KSP/USP dan KJKS/UJKS 0 150.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan
2 11 15 8 Workshop Evaluasi Penyaluran Dana Bergulir 0 150.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan
2 11 15 9 Rakor pemberdayaan KUMKM di bidang pembiayaan 100.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan
2 11 15 10 Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi KUMKM 105.000.000 2 Angkatan 85.000.000 2 Angkatan 90.000.000 2 Angkatan 100.000.000 2 Angkatan 100.000.000 2 Angkatan
2 11 15 11 Rakor Fasilitasi dan sosialisasi perusahaan penjamin kredit

daerah
110.000.000 4 Kali 0 0 0 0

2 11 15 12 Study komparasi tempat praktek keterampilan usaha (TPKU)
bagi pengelola koperasi pondok pesantren

100.000.000 15 Orang 200.000.000 20 Orang 220.000.000 20 Orang 240.000.000 20 Orang 270.000.000 20 Orang

2 11 15 13 Rakor Pemberdayaan kelembagaan dan usaha koperasi dan
UMKM

120.000.000 15 kab/kota 120.000.000 15
kab/kota

120.000.000 15 kab/kota 125.000.000 15 kab/kota 150.000.000 15 kab/kota

2 11 15 14 Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM 90.000.000 1 Keg 85.000.000 1 Keg 90.000.000 1 Keg 85.000.000 1 Keg 75.000.000 1 Keg
2 11 15 15 Monitoring dan Evaluasi Koperasi Penerima Bantuan di 15

Kab/Kota
0 80.000.000 1 Keg 90.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg 120.000.000 1 Keg

2 11 15 16 Tranplantasi Dalam Rangka Pembentukan PPKD Provinsi
Lampung

80.000.000 1 Kali 0 0 0 0

2 11 15 17 Monitoring dan evaluasi program TPKU pada Pondok
Pesantren dan SMK/SMU

0 100.000.000 15 Orang 110.000.000 15 Orang 120.000.000 15 Orang 135.000.000 15 Orang

2 11 15 18 Bimtek menggali potensi ide bisnis 0 160.000.000 60 Orang 180.000.000 60 Orang 195.000.000 60 Orang 220.000.000 60 Orang
2 11 15 19 Rakor program penilaian kesehatan dan pengawasan

KSP/USP
0 200.000.000 4 Kali 200.000.000 4 Kali 200.000.000 4 Kali 200.000.000 4 Kali

2 11 15 20 Pengawasan pelaksanaan USP bagi KASP/USP, KJKS/UJKS
dan Kopdit

0 50.000.000 50 Koperasi 50.000.000 10 Koperasi 50.000.000 10 Koperasi 50.000.000 10 Koperasi

2 11 15 21 Bimbingan teknis penyusunan proposal pengembangan
usaha bagi KSP/USP

0 150.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan

2 11 15 22 Rakor penyusunan program pembinaan KSP/USP yang sehat
mandiri dan berkembang

0 200.000.000 20 Paket 200.000.000 200 Paket 200.000.000 200 Paket 200.000.000 200 Paket

2 11 15 23 Rakor dengan dinas /instansi/pemangku kepentingan
tentang peluang permodalan bagi KSP/USP

0 150.000.000 100
Koperasi

150.000.000 100 Koperasi 150.000.000 100 Koperasi 150.000.000 100 Koperasi
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2 11 15 24 Monev penilaian dan pengawasan kegiatan usaha bagi
KSP/USP, KJKS/UJKS

0 100.000.000 50 Koperasi 150.000.000 75 Koperasi 200.000.000 100 Koperasi 200.000.000 100 Koperasi

2 11 15 25 Pendampingan pameran KUKM dalam negeri dan luar negeri 0 900.000.000 8 Keg 800.000.000 8 Keg 900.000.000 8 Keg 700.000.000 8 Keg
2 11 15 26 Rapat koaordinasi provinsi dengan pusat 0 240.000.000 3 Keg 240.000.000 3 Keg 180.000.000 3 Keg 180.000.000 3 Keg
2 11 15 27 Pendataan dan pembinaan KUMKN 0 70.000.000 1 Keg 80.000.000 1 Keg 60.000.000 1 Keg 60.000.000 1 Keg
2 11 15 28 Sosialisasi KUMK 15 kab/kota 0 70.000.000 1 Keg 80.000.000 1 Keg 75.000.000 1 Keg 75.000.000 1 Keg
2 11 15 29 Temu konsultasi dinas koperasi/UMKM se Provinsi Lampung 0 80.000.000 1 Keg 90.000.000 1 Keg 80.000.000 1 Keg 70.000.000 1 Keg
2 11 15 30 Transplantasi untuk 10 KUMKM dalam Provinsi dalam

rangka pembinaan ke luar provinsi
0 180.000.000 2 Keg 190.000.000 2 Keg 180.000.000 2 Keg 180.000.000 2 Keg

2 11 15 31 Workshop evaluasi penyaluran dana bergulir 0 150.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan
2 11 15 33 Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan

daerah
0 300.000.000 1 Provinsi 300.000.000 1 Provinsi 300.000.000 1 Provinsi 300.000.000 1 Provinsi

2 11 15 34 Promosi produk-produk unggulan di anjungan TMII 0 150.000.000 1 Keg 200.000.000 1 Keg 250.000.000 1 Keg 300.000.000 1 Keg
2 11 15 35 Pendampingan pusat layanan usaha terpadu (PLUT) 0 200.000.000 1 Keg 150.000.000 1 Keg 200.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg
2 11 15 36 Bimtek manajemen usaha koperasi pengelolaan sistem resi

gudang (SRG)
0 150.000.000 1 Keg 150.000.000 1 Keg 150.000.000 1 Keg 150.000.000 1 Keg

2 11 15 37 Bimtek manajemen usaha pedagang kaki lima (PKL) 0 100.000.000 1 Keg 110.000.000 1 Keg 120.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg
2 11 15 38 Identifikasi dan fasilitasi penerbitan standarisasi mutu bagi

UMKM
0 90.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg

2 11 15 39 Bimtek peningkatan jaringan usaha dan pemasaran bagi
KUMKM berbasi produk unggulan daerah

0 100.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg

2 11 15 40 Bimtek manajemen usaha bagi pengelola koperasi
pariwisata

0 80.000.000 1 Keg 90.000.000 1 Keg 95.000.000 1 Keg 80.000.000 1 Keg

2 11 15 41 Transplantasi luar daerah provinsi lampung tentang
pengelolaan pariwisata oleh koperasi

0 120.000.000 1 Keg 140.000.000 1 Keg 150.000.000 1 Keg 120.000.000 1 Keg

2 11 15 42 Workshop temu usaha UKM Center 0 30.000.000 1 Keg 30.000.000 1 Keg 30.000.000 1 Keg 30.000.000 1 Keg
2 11 15 43 Pembinaan UKM di UKM Center 0 1.500.000.000 1 Keg 1.500.000.000 1 Keg 1.500.000.000 1 Keg 1.500.000.000 1 Keg
2 11 15 44 Bimtek anggota koperasi yang menghasilkan produk yang

berdaya saing dalam menghadapi MEA
0 225.000.000 1 Keg 225.000.000 1 Keg 225.000.000 1 Keg 225.000.000 1 Keg

2 11 15 45 Bimtek bagi pengurus koperasi pengelola pasar tradisional 0 250.000.000 2 Keg 250.000.000 2 Keg 25.000.000 2 Keg 250.000.000 2 Keg
2 11 15 46 Transplantasi bagi pengurus koperasi pasar tradisional ke

luar provinsi
0 300.000.000 2 Keg 300.000.000 2 Keg 300.000.000 2 Keg 300.000.000 2 Keg

2 11 15 47 Pembinaan KUMKM dalam mengahadapi MEA 0 225.000.000 3 Keg 225.000.000 3 Keg 225.000.000 3 Keg 225.000.000 3 Keg
2 11 15 48 Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) 0 0 100.000.000 10 KUMKM 100.000.000 30 KUMKM 100.000.000 30 KUMKM
2 11 16 Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan

Permodalan KUMKM
2 11 16 1 Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD 600.000.000 100% 650.000.000 100% 650.000.000 100% 700.000.000 100% 700.000.000 100%
2 11 16 4 Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD 205.000.000 160

KUMKM
250.000.000 175

KUMKM
275.000.000 180 KUMKM 325.000.000 200 KUMKM 375.000.000 220 KUMKM

2 11 16 5 Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon / Penerima
dana bergulir BLUD

130.000.000 80 KUMKM 150.000.000 80 KUMKM 200.000.000 90 KUMKM 250.000.000 100 KUMKM 300.000.000 110 KUMKM

2 11 16 6 Bimtek penyusunan Laporan keuangan bagi KUMKM
penerima dana bergulir BLUD

120.000.000 60 KUMKM 150.000.000 70 KUMKM 200.000.000 70 KUMKM 250.000.000 80 KUMKM 325.000.000 90 KUMKM

2 11 16 7 Sosialisasi penyaluran pinjaman BLUD KUMKM 70.000.000 70 KUMKM 100.000.000 85 KUMKM 175.000.000 100 KUMKM 225.000.000 140 KUMKM 300.000.000 170 KUMKM
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2 11 17 Program Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM
2 11 17 1 Fasilitasi Peluang Permodalan bagi KUMKM 0 150.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan 150.000.000 2 Angkatan
2 11 17 4 Bimtek dan Transplantasi bagi Pengelola KUMKM 0 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang
2 11 17 8 Bimtek pengembangan usaha simpan pinjam pola

konvensional dan pola syariah
0 170.000.000 4 Angkatan 180.000.000 4 Angkatan 180.000.000 4 Angkatan 200.000.000 4 Angkatan

2 11 17 9 Pembinaan LKM / BMT penerima bantuan modal kerja 0 100.000.000 50 LKM 100.000.000 50 LKM 100.000.000 50 LKM 100.000.000 50 LKM
2 11 17 10 Pembinaan KSP / USP penerima dana bergulir MAP, PKPS-

BBM, agribisnis/sektoral P3KUM pola konvensional dan
P3KUM pola syariah

0 150.000.000 100
Koperasi

150.000.000 100 Koperasi 150.000.000 100 Koperasi 150.000.000 100 Koperasi

2 11 17 11 Rakor antara KSP/USP dengan lembaga keuangan 0 200.000.000 20 Kali 200.000.000 20 Kali 200.000.000 20 Kali 200.000.000 20 Kali
2 11 18 Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan

UMKM
2 11 18 1 Diklat Strategi Pemasaran Bagi Pengelola Koperasi dan

UMKM
0 70.000.000 30 Orang 0 0 80.000.000 30 Orang

2 11 18 2 Diklat Studi Kelayakan Usaha bagi Pengelola Koperasi dan
UMKM

0 0 65.000.000 30 Orang 70.000.000 30 Orang 80.000.000 30 Orang

2 11 18 3 Diklat PenilaianKesehatan Usaha Simpan Pinjam Bagi
Pembina Koperasi dan UMKM

0 0 75.000.000 30 Orang 75.000.000 30 Orang 85.000.000 30 Orang

2 11 18 4 Diklat Perkoperasian bagi Pembina Koperasi dan UMKM 0 0 70.000.000 30 Orang 75.000.000 30 Orang 80.000.000 30 Orang
2 11 18 5 Diklat Kewirausahaan bagi pengelola UMKM 0 50.000.000 25 Orang 0 75.000.000 30 Orang 85.000.000 30 Orang
2 11 18 6 Diklat Kewirausahaan bagi Pengelola Koperasi wanita 0 75.000.000 30 Orang 80.000.000 30 Orang 0 0
2 11 18 7 Pembinaan kelembagaan usaha dan administrasi bagi

KSP/USP
0 100.000.000 200

Koperasi
100.000.000 200 Koperasi 100.000.000 200 Koperasi 100.000.000 200 Koperasi

2 11 18 8 Bimtek manajemen pengembangan usaha dan kemitraan
bagi koperasi dan jasa keuangan

0 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang

2 11 18 9 Diklat manajemen koperasi bagi pengelola koperasi wanita 0 70.000.000 30 Orang 70.000.000 30 Orang 0 0
2 11 19 Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM
2 11 19 6 Pelatihan peningkatan dan pengembangan kapasitas

wirausaha pemula
0 160.000.000 60 Orang 180.000.000 60 Orang 195.000.000 60 Orang 220.000.000 60 Orang

2 11 19 7 Bimtek penilaian kesehatan bagi pejabat 0 85.000.000 2 Angkatan 90.000.000 2 Angkatan 100.000.000 2 Angkatan 100.000.000 2 Angkatan
2 11 19 8 Bimtek koperasi jasa keuangan bagi manajer berbasis

kompetensi pola konvensional
0 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang

2 11 19 9 Bimtek koperasi jasa keuangan bagi manajer berbasis
kompetensi pola syariah

0 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang

2 11 19 10 Diklat koperasi jasa keuangan bagi kasir berbasis
kompetensi pola syariah

0 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang

2 11 19 11 Bimtek perpajakan bagi pengelola koperasi 0 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang
2 11 19 12 Bimtek akuntansi koperasi bagi pengelola koperasi jasa

keuangan
0 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang

2 11 19 13 Diklat pengawasan dan pembinaan koperasi bagi tenaga
pengawas dan Pembina

0 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang 100.000.000 60 Orang

2 11 19 14 Bimtek sistem tanggung renteng bagi kopwan 0 200.000.000 100 Orang 0 0 0
2 11 19 15 Bimtek vokasional bagi anggota kopwan 0 100.000.000 75 Orang 0 0 0
2 11 19 16 Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM 0 0 0 0 0
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2 11 20 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan

2 11 20 9 Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi
aparatur

0 160.000.000 60 Orang 180.000.000 60 Orang 195.000.000 60 Orang 220.000.000 60 Orang

2 11 20 10 Sosialisasi program tempat praktek keterampilan usaha
(TPKU) bagi SMK/SMU dan Pondok Pesantren

0 160.000.000 60 Orang 180.000.000 60 Orang 195.000.000 60 Orang 220.000.000 60 Orang

2 11 20 11 Peningkatan pemahaman terhadap aturan perkoperasian 0 150.000.000 100 Orang 150.000.000 100 Orang 150.000.000 100 Orang 150.000.000 100 Orang
2 11 20 12 Rapat koordinasi penyusunan program dan evaluasi

kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan, pembinaan dan
penilaian KSP/USP

0 125.000.000 30 Orang 125.000.000 30 Orang 125.000.000 30 Orang 125.000.000 30 Orang

2 11 20 13 Penyusunan program pembiayaan, pembinaan dan penilaian
KSP/USP

0 150.000.000 100
Koperasi

175.000.000 125 Koperasi 175.000.000 150 Koperasi 175.000.000 150 Koperasi

2 11 20 14 Penyebarluasan peraturan / perundangan di bidang
pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP / USP

0 100.000.000 250 Paket 100.000.000 250 Paket 100.000.000 250 Paket 100.000.000 250 Paket

2 11 20 15 Tranplantasi manajemen bagi pengurus KSP/USP, KJKS/UJKS
dan Kopdit

0 325.000.000 4 Angkatan 350.000.000 4 Angkatan 320.000.000 4 Angkatan 400.000.000 4 Angkatan

2 11 20 16 Pencetakan juknis peluang permodalan bagi KSP/USP 0 160.000.000 300 Buku 175.000.000 300 Buku 175.000.000 300 Buku 175.000.000 300 Buku
2 11 20 17 Identifikasi KSP/USP calon penerima program pembiayaan

dari LPDB dan lembaga lainnya
0 75.000.000 150

Koperasi
100.000.000 200 Koperasi 100.000.000 200 Koperasi 100.000.000 200 Koperasi

2 11 20 18 Verifikasi terhadap KSP/USP calon penerima program
pembiayaan

0 150.000.000 150
Koperasi

200.000.000 200 Koperasi 200.000.000 200 Koperasi 200.000.000 200 Koperasi

2 11 21 Program peningkatan dan pengembangan Kelembagaan
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2 11 21 1 Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi
Tingkat Provinsi

200.000.000 15 kab/kota 500.000.000 15
kab/kota

500.000.000 15 kab/kota 500.000.000 15 kab/kota 500.000.000 15 kab/kota

2 11 21 2 Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan
koperasi

100.000.000 15 kab/kota 650.000.000 15
kab/kota

500.000.000 15 kab/kota 500.000.000 15 kab/kota 500.000.000 15 kab/kota

2 11 21 3 Workshop Revitalisasi Koperasi 80.000.000 100
Koperasi

150.000.000 100
Koperasi

150.000.000 100 Koperasi 150.000.000 100 Koperasi 120.000.000 100 Koperasi

2 11 21 4 Peningkatan Pemahaman terhadap aturan perpajakan bagi
koperasi

100.000.000 100
KUMKM

0 0 0 0

2 11 21 5 Rakor pembinaan terhadap Koperasi tidak aktif 150.000.000 15 kab/kota 165.000.000 15
kab/kota

180.000.000 15 kab/kota 198.000.000 15 kab/kota 217.800.000 15 kab/kota

2 11 21 6 Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan kewirausahaan
melalui pembentukan UKM Center

120.000.000 30 Orang 0 0 135.000.000 30 Orang 150.000.000 30 Orang

2 11 21 7 Pemeringkatan Koperasi 100.000.000 60 Koperasi 110.000.000 60 Koperasi 121.000.000 60 Koperasi 133.100.000 60 Koperasi 146.410.000 60 Koperasi
2 11 21 8 Diklat membuat Website dan Internet Marketing bagi

KUMKM
89.867.000 20 Orang 0 0 0 0

2 11 21 9 Pelatihan Akuntansi Komputer bagi koperasi usaha Ritel 80.000.000 20 Orang 0 0 0 0
2 11 21 10 Diklat Ketrampilan menjahit bagi Koppontren 80.000.000 32 Orang 0 0 0 0
2 11 21 11 Bimtek Peningkatan kelembagaan bagi Koperasi tidak akif 150.000.000 60 Orang 0 0 0 0
2 11 21 12 Diklat Kewirausahaan Bidang Boga bagi Ibu RT dan Remaja

Putus sekolah
80.000.000 20 Orang 0 0 0 0

2 11 21 13 Diklat pembuatan aneka souvenir khas Lampung 110.000.000 20 Orang 0 0 0 0
2 11 21 14 Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan

UMKM
134.000.000 15 kab/kota 150.000.000 15

kab/kota
150.000.000 15 kab/kota 160.000.000 15 kab/kota 160.000.000 15 kab/kota
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2 11 21 15 Bimtek manajemen usaha bagi pengelola Koperasi penerima
Bansos

70.000.000 1 Keg 90.000.000 1 Keg 90.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg

2 11 21 16 Bimtek Kewirausahaan bagi UMKM 80.000.000 30 Orang 0 90.000.000 30 Orang 0 110.000.000 30 Orang
2 11 21 17 Pengembangan, pengendalian dan pengawasan Koperasi

simpan pinjam
130.000.000 60 Orang 0 140.000.000 60 Orang 0 150.000.000 60 Orang

2 11 21 18 Pengembangan SDM bagi Pembina dan Koperasi Simpan
Pinjam

150.000.000 60 Orang 0 150.000.000 60 Orang 160.000.000 60 Orang 170.000.000 60 Orang

2 11 21 19 Diklat pemasaran hasil usaha 0 0 70.000.000 30 Orang 85.000.000 30 Orang 0
2 11 21 20 Diklat manajemen bisnis ritel 0 70.000.000 30 Orang 0 0 0
2 11 21 21 Diklat akuntansi usaha bisnis ritel 0 0 70.000.000 30 Orang 0 0
2 11 21 22 Diklat manajemen keuangan bagi pengelola koperasi 0 75.000.000 30 Orang 65.000.000 30 Orang 70.000.000 30 Orang 75.000.000 30 Orang
2 11 21 23 Diklat manajemen jasa keuangan syariah 0 0 0 75.000.000 30 Orang 0
2 11 21 24 Diklat manajemen simpan pinjam terapan bagi pengelola

koperasi
0 0 0 0 80.000.000 30 Orang

2 11 21 25 Diklat manajemen usaha simpan pinjam konvensional 0 70.000.000 30 Orang 70.000.000 30 Orang 0 0
2 11 21 26 Pelatihan kewirausahaan bagi wanita dan anak wilayah

pesisir
0 75.000.000 30 Orang 80.000.000 30 Orang 0 0

2 11 21 27 Pemberdayaan kelompok usaha pemula 0 80.000.000 2 KUMKM 80.000.000 2 KUMKM 85.000.000 2 KUMKM 90.000.000 2 KUMKM
2 11 21 28 Diklat kewirausahaan bagi koperasi baru 0 70.000.000 30 Orang 70.000.000 30 Orang 75.000.000 30 Orang 80.000.000 30 Orang
2 11 21 29 Diklat perkoperasian bagi anggota koperasi 0 65.000.000 30 Orang 65.000.000 30 Orang 70.000.000 30 Orang 80.000.000 30 Orang
2 11 21 30 Diklat manajemen usaha kecil bagi anggota koperasi 0 70.000.000 30 Orang 70.000.000 30 Orang 70.000.000 30 Orang 80.000.000 30 Orang
2 11 21 31 Diklat manajemen keuangan bagi pengelola koperasi 0 75.000.000 30 Orang 0 0 80.000.000 30 Orang
2 11 21 32 Diklat penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus

dan pelaksanaan RAT bagi koperasi
0 70.000.000 30 Orang 70.000.000 30 Orang 70.000.000 30 Orang 80.000.000 30 Orang

2 11 21 33 Diklat perpajakan bagi koperasi 0 70.000.000 30 Orang 70.000.000 30 Orang 75.000.000 30 Orang 80.000.000 30 Orang
2 11 21 35 Diklat akuntabilitas bagi pengelola koperasi 0 0 0 0 80.000.000 30 Orang
2 11 21 36 Diklat studi kelayakan usaha bagi pengelola koperasi dan

UMKM
0 0 65.000.000 30 Orang 70.000.000 30 Orang 80.000.000 30 Orang

2 11 21 37 Diklat analisa pinjaman / pembiayaan usaha bagi pengelola
koperasi

0 0 0 0 80.000.000 30 Orang

2 11 21 38 Diklat akuntansi dasar usaha kecil dan mengengah bagi
pengelola koperasi

0 75.000.000 30 Orang 0 0 0

2 11 21 39 Diklat akuntansi simpan pinjam dasar pola konvensional 0 0 0 75.000.000 30 Orang 0
2 11 21 40 Diklat akuntansi simpan pinjam lanjutan pola konvensional 0 0 0 75.000.000 30 Orang 0
2 11 21 41 Diklat akuntansi jasa keuangan syariah 0 0 0 75.000.000 30 Orang 0
2 11 21 42 Diklat analisa laporan keuangan simpan pinjam pola

konvensional
0 0 70.000.000 30 Orang 0 0

2 11 21 43 Diklat audit laporan keuangan 0 0 0 75.000.000 30 Orang 0
2 11 21 44 Diklat pengelola KSP/USP koperasi berbasis kompetensi pola

konvensional
0 70.000.000 30 Orang 0 0 0

2 11 21 45 Diklat perkoperasian bagi pamong desa 0 70.000.000 30 Orang 70.000.000 30 Orang 0 80.000.000 30 Orang
2 11 21 46 Diklat peningkatan keterampilan aplikasi akuntansi koperasi 0 70.000.000 30 Orang 70.000.000 30 Orang 75.000.000 30 Orang 80.000.000 30 Orang
2 11 21 47 Pelatihan manajemen SDM KUMKM bagi pengelola koperasi

simpan pinjam
0 200.000.000 80 Orang 220.000.000 80 Orang 240.000.000 80 Orang 270.000.000 80 Orang



Bab II - 8

2 11 21 48 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 0 0 100.000.000 60 Koperasi 100.000.000 60 Koperasi 100.000.000 60 Koperasi
2 11 21 49 Diklat dan Akuntabilitasibagi Pengelola Koperasi 0 0 100.000.000 40 Orang 100.000.000 40 Orang 100.000.000 40 Orang
4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
4 5 Pendidikan dan Pelatihan
4 5 19 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 5 19 1 Pendidikan dan pelatihan formal 0 60.000.000 12 Bulan 70.000.000 12 Bulan 75.000.000 12 Bulan 75.000.000 12 Bulan
5 URUSAN PENDUKUNG
5 4 Non Urusan (Eks BAU)
5 4 15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 4 15 1 Penyediaan jasa surat menyurat 28.000.000 12 Bulan 30.000.000 12 Bulan 40.000.000 12 Bulan 40.000.000 12 Bulan 50.000.000 12 Bulan
5 4 15 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 120.000.000 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 225.000.000 12 Bulan 250.000.000 12 Bulan 275.000.000 12 Bulan
5 4 15 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 212.400.000 12 Bulan 245.000.000 12 Bulan 275.000.000 12 Bulan 280.000.000 12 Bulan 315.000.000 12 Bulan
5 4 15 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.443.600 12 Bulan 35.000.000 12 Bulan 35.000.000 12 Bulan 40.000.000 12 Bulan 45.000.000 12 Bulan
5 4 15 10 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000 12 Bulan 55.000.000 12 Bulan 65.000.000 12 Bulan 70.000.000 12 Bulan 80.000.000 12 Bulan
5 4 15 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.000.000 12 Bulan 25.000.000 12 Bulan 30.000.000 12 Bulan 30.000.000 12 Bulan 35.000.000 12 Bulan
5 4 15 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor
12.054.000 12 Bulan 15.000.000 12 Bulan 20.000.000 12 Bulan 20.000.000 12 Bulan 25.000.000 12 Bulan

5 4 15 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0 0 0 0 0
5 4 15 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan
15.000.000 12 Bulan 25.000.000 12 Bulan 25.000.000 12 Bulan 30.000.000 12 Bulan 40.000.000 12 Bulan

5 4 15 17 Penyediaan makanan dan minuman rapat 35.000.000 12 Bulan 40.000.000 12 Bulan 40.000.000 12 Bulan 45.000.000 12 Bulan 60.000.000 12 Bulan
5 4 15 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 148.907.000 12 Bulan 160.000.000 12 Bulan 175.000.000 12 Bulan 185.000.000 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan
5 4 15 22 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 68.004.000 12 Bulan 80.000.000 12 Bulan 85.000.000 12 Bulan 85.000.000 12 Bulan 100.000.000 12 Bulan
5 4 15 29 Pameran dan Promosi Pembangunan 53.000.000 1 Keg 150.000.000 1 Keg 175.000.000 1 Keg 200.000.000 1 Keg 225.000.000 1 Keg
5 4 16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5 4 16 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0 0 0 300.000.000 1 Paket 65.000.000 1 Paket
5 4 16 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 400.000.000 1 Paket 250.000.000 1 Paket 300.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 450.000.000 1 Paket
5 4 16 9 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 0 0 0
5 4 16 18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0 200.000.000 12 Bulan 240.000.000 12 Bulan 150.000.000 12 Bulan 250.000.000 12 Bulan
5 4 16 20 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 143.253.400 12 Bulan 170.000.000 12 Bulan 185.000.000 12 Bulan 190.000.000 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan
5 4 16 24 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 60.000.000 12 Bulan 75.000.000 12 Bulan 75.000.000 12 Bulan 80.000.000 12 Bulan 85.000.000 12 Bulan
5 4 17 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5 4 17 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 99.325.000 3 Paket 115.000.000 3 Paket 120.000.000 3 Paket 135.000.000 3 Paket 155.000.000 3 Paket
5 4 19 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 4 19 6 Koordinasi dan Sinkronisasi Program 50.000.000 12 Bulan 70.000.000 12 Bulan 80.000.000 12 Bulan 80.000.000 12 Bulan 85.000.000 12 Bulan
5 4 19 26 Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai 50.000.000 12 Bulan 60.000.000 12 Bulan 70.000.000 12 Bulan 75.000.000 12 Bulan 75.000.000 12 Bulan
5 4 19 27 Musrenbang Tahun 2015 72.929.000 1 Dokumen 0 0 0 0
5 4 19 28 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0 60.000.000 1 Dokumen 70.000.000 1 Dokumen 80.000.000 1 Dokumen 80.000.000 1 Dokumen
5 4 19 30 Kerjasama Anggota MPU 0 75.000.000 1 Keg 80.000.000 1 Keg 85.000.000 1 Keg 85.000.000 1 Keg
5 4 19 37 Kajian Pengembangan UMKM Melalui pengembangan

Produk Unggulan Agribisnis
80.000.000 1 Dokumen 80.000.000 1 Dokumen 0 0 0
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5 4 19 39 Rapat Teknis anggota MPU Sektor Koperasi 89.000.000 1 Keg 0 0 0 0
5 4 19 40 Kerja sama Anggota MPU Sektor Koperasi dan UMKM,

Sektor Perdagangan dan sektor Industri
50.000.000 1 Keg 0 0 0 0 0 0 0

5 4 19 43 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan kegiatan sektor Koperasi
dan UMKM, Sektor Perdagangan dan Sektor Industri

50.000.000 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0

5 4 19 128 Peningkatan jasmani dan rohani aparatur 0 20.000.000 12 Bulan 30.000.000 12 Bulan 30.000.000 12 Bulan 35.000.000 12 Bulan
5 4 19 129 Evaluasi program dan kegiatan Koperasi dan UMKM 0 0 0 0 100.000.000 1 Dokumen
5 4 19 130 Pameran dan promosi produk anggota-anggota Mitra Praja

Utama (MPU)
0 0 50.000.000 1 Keg 60.000.000 1 Keg 60.000.000 1 Keg

5 4 20 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

5 4 20 1 Penyusunan laporan Keuangan 27.800.000 2 Laporan 35.000.000 2 Laporan 45.000.000 2 Laporan 55.000.000 2 Laporan 75.000.000 2 Laporan
5 4 20 3 Penyusunan Laporan Bulanan 10.715.000 12 Bulan 20.000.000 12 Bulan 25.000.000 12 Bulan 35.000.000 12 Bulan 35.000.000 12 Bulan
5 4 20 6 Penyusunan Renstra - 0 0 0 0 100.000.000 1 Dokumen
5 4 20 22 Penyusunan data kepegawaian 60.000.000 12 Bulan 65.000.000 12 Bulan 75.000.000 12 Bulan 85.000.000 12 Bulan 85.000.000 12 Bulan
5 4 20 35 Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan 76.000.000 12 Bulan 90.000.000 12 Bulan 100.000.000 12 Bulan 110.000.000 12 Bulan 125.000.000 12 Bulan
5 4 20 69 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 64.285.000 7 Dokumen 75.000.000 7 Dokumen 80.000.000 7 Dokumen 90.000.000 7 Dokumen 110.000.000 7 Dokumen
5 4 20 77 Peningkatan Data dan Informasi 70.017.000 1 Paket 75.000.000 1 Paket 75.000.000 1 Paket 85.000.000 1 Paket 100.000.000 1 Paket
5 4 25 Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan
5 4 25 25 Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 0 85.000.000 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 110.000.000 1 Dokumen

TOTAL 6.080.000.000 19.305.000.000 20.551.000.000 21.186.100.000 22.669.210.000
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2.2. Evaluasi Capaian Renstra Tahun Lalu

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung telah menetapkan indikator

kinerja utama (IKU) sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

Sasaran Strategis Organisasi. Penetapan IKU ini disusun dengan berpedoman

pada Peraturan Menteri PAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 dan

PER/20/M.PAN.RB/11/2008. Tujuan penetapan indikator kinerja utama di

lingkungan instansi pemerintah untuk memperoleh:

1. Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan

manajemen kinerja secara baik.

2. Ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis

organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan

realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing IKU yang telah

ditetapkan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian

Nilai Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung berasal dari capaian

kinerja pada masing-masing IKU. Selama tahun 2017, dari 6 (enam) indikator

IKU Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tergambar perbandingannya

dengan realisasi kinerja tertuang dalam Matriks dibawah ini :

2.2.1.Evaluasi Capaian Renstra Tahun Lalu

No. Indikator

2017 Target
Akhir

RPJMD
(2019)

Capaian
s/d 2017
terhadap

2019
Target Real % Real

1 2 4 5 6 7 8

1 Persentase Pertumbuhan
Jumlah Koperasi aktif

13% 17,91% 138 20% 89,55

2 Persentase pertumbuhan
tenaga kerja sector
koperasi

4% 6,16% 154 5% 123,2

3 Persentase pertumbuhan
rata-rata volume usaha
koperasi

0,8% 0,62% 77,5 1,2% 51,67

4 Persentase pertumbuhan
wirausaha baru

200% 320% 160 450% 71,1

5 Jumlah UMKM 96.011 99.307 103 98.253 101

6 Persentase pelaku usaha
yang bernilai tambah
dari aspek sertifikasi,
HAKI dan paten

75% 108,33% 144 150% 72,2
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Dari 6 indikator sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2017, 5 (lima) indikator menunjukkan

capaian diatas 91 dengan kriteria penilaian kinerja “Sangat Tinggi” dan 1 (satu)

indikator menunjukkan capaian di antara 76 ≤ 90 dengan kriteria penilaian kinerja

“Tinggi”. Tingkat capaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai

melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stake holder dalam mendukung

capaian indikator tersebut. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 5 (lima) indikator (83,35%) dengan

kriteria kinerja sangat tinggi (ST).

2.3. Rencana Kerja Tahun 2018 Perubahan

1. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja OPD, maka Rencana

Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017 mempunyai tujuan sebagai

berikut :

1. Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UKM.

2. Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UKM

3. Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UKM melalui

peningkatan kemampuan koperasi dan UKM dalam mengembangkan

produk-produk yang bermutu, kreatif, inovatif, berkualitas dan

berdaya saing.

4. Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UKM melalui

peningkatan kelembagaan dan jaringan pemasaran, promosi,

pengembangan di dalam negeri maupun ekspor serta pangsa pasar

produk Koperasi dan UKM.

5. Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan UKM melalui

Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai

dengan kebutuhan untuk mengembangkan usaha produksi dan

pemasaran produk Koperasi dan UKM.

6. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM baru

7. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan UKM

8. Penyerapan tenaga kerja dan kesempatan kerja.

2. Sasaran

Untuk menunjang Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018,

yang menjadi sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.
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2. Meningkatkan peran dan kontribusi koperasi dan UKM di Provinsi

Lampung.

3. Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan

Koperasi dan UKM berdasarkan hasil kajian.

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan ketrampilan SDM Koperasi

dan UKM.

5. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana dan pemasaran produk

Koperasi dan UKM.

6. Menumbuhkan wirausaha baru/pemula yang inovatif.

7. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan

mengembangkan semangat (passion) kewirausahaan di kalangan

masyarakat

8. Mengembangkan sistem perkaderan wirausaha baru/pemula.

9. Meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel dan

kredibel.

10. Menyediakan peraturan perundang-undangan yang lebih berpihak

pada koperasidan UKM.

3. Program

Bahwa yang menjadi kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Lampung adalah :

1. Strategi peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan

UKM;

2. Strategi pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan

UKM;

3. Strategi Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UKM;

4. Strategi Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UKM;

5. Strategi peningkatan akses kepada sumberdaya produktif.

Atas dasar kebijakan yang ditetapkan tersebut, maka yang menjadi program

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan



Bab II - 13

5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan

UMKM

6. Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan

KUMKM

7. Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM

8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/ Revitalisasi

Kelembagaan

9. Program peningkatan dan pengembangan Kelembagaan Koperasi dan

UMKM

10. Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan.

4. Kegiatan

Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sebagai gambaran dalam

melaksanakan kebijakan dan program yang telah dituangkan sebagai arah

dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi

terwujudnya visi dan misi yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan kebijakan dan program Dinas Koperasi dan UMKM

Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2018, ditetapkan kegiatan sebagai

berikut :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan biaya

Rp. 394.000.000,-

2. Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan biaya

Rp. 402.720.000,-

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan biaya Rp. 120.000.000,-

4. Penyediaan alat tulis kantor, dengan biaya Rp. 30.580.000,-

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan biaya

Rp. 1.620..000,-

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,

dengan biaya Rp. 3.650..000,-

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan

biaya Rp. 18.000.000,-

8. Penyediaan makanan dan minuman, dengan biaya Rp. 14.880.000,-

9. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan biaya

Rp. 128.217.200,-

10. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dengan biaya

Rp. 120.104.000,-

11. Pameran dan Promosi Pembangunan, dengan biaya Rp. 98.000.000,-

12. Penatausahaan barang milik daerah, dengan biaya Rp. 24.900.000,-

13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan biaya Rp. 0,-

14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan biaya

Rp. 157.580.000,-
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15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dengan biaya

Rp. 4.350.000,-

16. Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai, dengan

biaya Rp. 20.000.000,-

17. Penyusunan laporan Keuangan, dengan biaya Rp. 87.551.500,-

18. Penyusunan data kepegawaian, dengan biaya Rp. 172.200.000,-

19. Penyusunan program dan laporan capaian kinerja, dengan biaya

Rp. 100.000.000,-

20. Peningkatan Data dan Informasi, dengan biaya Rp. 39.000.000,-

21. Monev dan sinkronisasi program, dengan biaya Rp. 77.284.282,-

22. Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS, dengan biaya

Rp. 60.000.000,-

23. Transplantasi untuk 10 KUMKM dalam Provinsi dalam rangka

pembinaan ke luar provinsi, dengan biaya Rp. 75.000.000,-

24. Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah, dengan

biaya Rp. 625.000.000,-

25. Identifikasi dan fasilitasi penerbitan standarisasi mutu bagi UMKM,

dengan biaya Rp. 75.176.000,-

26. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), dengan biaya

Rp. 43.350.000,-

27. Pengawasan kepatuhan legalitas koperasi dan sanksi, dengan biaya

Rp. 76.176.250,-

28. Pemeriksaan usaha dan laporan keuangan koperasi, dengan biaya

Rp. 111.950.000,-

29. Peningkatan kemitraan antara koperasi dengan perusahaan pabrikan

dan perkulakan, dengan biaya Rp. 50.000.000,-

30. Peningkatan kapasitas layanan PLUT KUMKM, dengan biaya

Rp. 119.915.000,-

31. Peningkatan akses pasar produk koperasi dalam dan luar negeri,

dengan biaya Rp. 50.000.000,-

32. Percepatan pengembangan jaminan kredit daerah, dengan biaya

Rp. 60.000.000,-

33. Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD, dengan biaya Rp. 672.229.302,-

34. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD, dengan

biaya Rp. 30.000.000,-

35. Peningkatan jenis usaha koperasi, dengan biaya Rp. 60.000.000,-

36. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM, dengan

biaya Rp. 2.000.000.000,-

37. Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM Koperasi, dengan biaya

Rp. 74.194.000,-
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38. Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat

Provinsi, dengan biaya Rp. 147.340.800,-

39. Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi,

dengan biaya Rp. 49.514.600,-

40. Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM,

dengan biaya Rp. 41.288.000,-

41. Diklat manajemen usaha kecil bagi anggota koperasi, dengan biaya

Rp. 75.000.000,-

42. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi, dengan biaya Rp. 70.000.000,-

43. Pembinaan dan evaluasi monitaring terhadap koperasi, dengan biaya

Rp. 140.816.250,-

44. Penyelenggaraan musrenbang SKPD, dengan biaya Rp. 80.000.000,-



2.3.1. Matriks RKT Tahun 2018

URAIAN TARGET URAIAN TARGET URAIAN TARGET
1 3 4 6 7 9

1. Persentase
Pertumbuhan Jumlah
Koperasi Aktif

78 % 1. Meningkatnya
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi

a. Jumlah Koperasi Aktif
yang melaporkan
Penyelenggaraan Rapat
Anggota Tahunan

800 Kop 1. Meningkatnya Jumlah
Koperasi yang
Meningkat dan
Berkembang Usaha
serta Kelembagaannya

a. Jumlah Koperasi yang
Rapat Anggota Tahunan

800
Koperasi

b. Jumlah Koperasi yang
Berprestasi

13
Koperasi

b. Jumlah Koperasi
Simpaan Pinjam yang
memiliki Izin Usaha

30 Kop 1. Meningkatnya jumlah
koordinasi Koperasi

a. Jumlah Koperasi
Simpaan Pinjam yang
memiliki Izin Usaha

30
Koperasi

2. Meningkatnya
Ketersediaan
Data Keragaan
Koperasi

15 Kab/
Kota

1. Meningkatnya
Ketersediaan Data

a. Tersedianya Data dan
Informasi tentang
Koperasi

15 Kab/
Kota

b. Pemutakhiran Data
Koperasi Berdasarkan
Online Data Sistem

5.330
Koperasi

c. Jumlah Koperasi yang
memperoleh Nomor
Induk Koperasi dan
Quick Response

100
Koperasi

3. a
.

Jumlah Koperasi Aktif 3.167
Unit

1. Meningkatnya Daya
Saing Koperasi dan
UMKM

a. Jumlah koperasi serba
usaha dengan varian
unit usaha bertambah

10
Koperasi

b
.

Persentase Omzet
Koperasi terhadap
PDRB Lampung

1% b. Terbentuknya PT.
Jaminan Kredit Daerah

1
Perusaha

an

Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Tahun 2018
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN

2 5 8

Meningkatnya
Peran Koperasi
dalam
Perekonomian
Lampung

Jumlah Keragaan Data
Koperasi

Meningkatnya
Peran Koperasi
dalam
Perekonomian
Lampung



URAIAN TARGET URAIAN TARGET URAIAN TARGET
1 3 4 6 7 9

SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN

2 5 8

c. Jumlah Provinsi yang
terjangkau pemasaran
produk koperasi

8
Provinsi

d. Jumlah Negara yang
terjangkau Produk
Koperasi

1 Negara

e. Jumlah Koperasi yang
Terfasilitasi dalam
Sengketa Hukum

2
Koperasi

a
.

Jumlah Tenaga Kerja
Koperasi

7.525
Orang

1. Meningkatnya Daya
Saing Koperasi dan
UMKM

a. Jumlah sumber daya
manusia (SDM)
koperasi yang
menguasai standar
akuntansi koperasi

50
Orang

b
.

Jumlah Anggota
Koperasi

924.894
Orang

b. Jumlah sumber daya
manusia (SDM)
koperasi yang
memahami manajemen
pemasaran

50
Orang

c. Jumlah sumber daya
manusia (SDM)
koperasi yang
memahami system
online dalam
pengelolaan dan
pemasaran produk
koperasi

50
Orang

5. Meningkatnya
Daya Saing
Koperasi dan
UMKM

8
Provinsi

1.
Meningkatnya Daya
Saing Koperasi dan
UMKM

a. Jumlah koperasi yang
mendapat akses kredit
ke perbankan

20
Koperasi

4. Meningkatnya
Penyerapan
Tenaga Kerja
Koperasi dan
Partisipasi
Masyarakat

Jangkauan Pemasaran
Produk Koperasi



URAIAN TARGET URAIAN TARGET URAIAN TARGET
1 3 4 6 7 9

SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN

2 5 8

b. Jumlah koperasi yang
mendapat akses
bantuan permodalan
dari lembaga
penyaluran dana
bergulir baik Pusat
maupun Daerah

15
Koperasi

c. Jumlah koperasi yang
mendapat akses
kemitraan dengan
perusahaan pabrikan
dan perkulanan

10
Koperasi

6. a
.

Jumlah Pelaksana
Koperasi yang dilatih

1.000
Koperasi

a. Jumlah Peningkatan
Pelayanan Perkantoran
UPTD Balatkop

12 Bulan

b. Jumlah Diklat yang
dilaksanakan

30 Kali

c. Jumlah Pelaksana
Koperasi yang dilatih

900
Koperasi

Meningkatnya
Jumlah Sumber
Daya Manusia
Koperasi dan UKM
yang dimonitoring

a. Jumlah Pelaku
Koperasi dan UKM
yang dievaluasi setelah
dilatih

800
KUKM

b
.

Jumlah Pelaksana
UKM yang dilatih

600
UKM

a. Jumlah Pelaku
Koperasi yang dilatih

1.000
Koperasi

b. Jumlah Pelaku UKM
yang dilatih

600
UKM

Meningkatnya
Kualitas
Sumber Daya
Manusia
Pengelola
Koperasi dan
UKM

Meningkatnya
Pelayanan UPTD
Balai Pendidikan
dan Pelatihan
Koperasi dan UKM

Meningkatnya
Jumlah Sumber
Daya Manusia
Koperasi dan UKM
yang Meningat



URAIAN TARGET URAIAN TARGET URAIAN TARGET
1 3 4 6 7 9

SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN

2 5 8

c. Jumlah Pelaku Usaha
Koperasi dan UKM
yang bersertifikat

100
KUKM

d. Jumlah Pelaksana
UKM yang dilatih

500
UKM

7. Meningkatnya
Akses
Permodalan
bagi Koperasi
dan UKM

200
KUKM

Meningkatnya
Pelayanan UPTD
Perkuatan Modal
Koperasi dan UKM

a. Jumlah Peningkatan
Pelayanan Perkantoran
UPTD BLUD

12 Bulan

b. Jumlah Proposal yang
Layak mendapat
Pinjaman BLUD

300
KUKM

a. Jumlah Pembiayaan
Peningkatan Pelayanan
PPK-BLUD

450
KUKM

b. Jumlah Koperasi dan
UKM yang
termonitoring dan
Terevaluasi
Pemanfaatan Dana
Bergulir BLUD

200
KUKM

c. Jumlah Peserta Diklat
Perkuatan Modal
Usaha bagi UKM
Calon/Penerima Dana
Bergulir BLUD

100
KUKM

Jumlah Kredit yang
disalurkan

4,5
Milyar

a. Jumlah Penagihan
Pinjaman Kepada
Koperasi dan UKM
Priode Tahun 2018

4.750
Milyar

Jumlah Koperasi dan
UKM yang mendapat
Akses Permodalan
pada Lembaga
Keuangan Mikro dan
Perbankan

Meningkatnya
Jumlah Koperasi
dan UKM yang
mendapat Fasilitas
Akses Permodalan
BLUD

Meningkatnya
Pembinaan dan
Pengawasan
Terhadap Pinjaman
Koperasi dan UKM



URAIAN TARGET URAIAN TARGET URAIAN TARGET
1 3 4 6 7 9

SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN

2 5 8

b. Penyelesaian Pinjaman
Koperasi dan UKM
yang bermasalah

100
KUKM

8. Meningkatnya
kualitas SDM
KUMKM dan
Pemantapan
kelembagaan
KUMKM

60
KUKM

9. Meningkatnya
kinerja
layanan
terpadu PLUT
bagi KUMKM

15
Sentra
UKM

Meningkatnya
kualitas SDM
KUMKM dan
Pemantapan
kelembagaan
KUMKM

60
KUKM

10.Meningkatnya
fasilitasi akses
pemasaran
UMKM

50
UMKM Meningkatnya

fasilitasi akses
pemasaran UMKM

50
UMKM

11.Meningkatnya
kualitas SDM
UMKM

50
UMKM

Meningkatnya
kualitas SDM
UMKM

50
UMKM

Meningkatnya
Daya Saing
Koperasi dan
UMKM

1. Persentase
Pertumbuhan
Wirausaha Baru

77 % 1. Meningkatnya
Kualitas
Kewirausahaan

a
.

Jumlah Wirausaha Baru 50 UKM 1. Meningkatnya
Kualitas
Kewirausahaan

a. Jumlah Wirausaha Baru 50 UKM

b
.

Jumlah Pelaku Usaha
yang dilatih

50 UKM b. Jumlah Pelaku Usaha
yang dilatih

50 UKM

Jumlah sentra UKM
yang menjadi mitra
binaan PLUT

Jumlah KUMKM yang
terlayani

Jumlah KUMKM yang
terlayani

Jumlah UMKM yang
didampingi go online

Jumlah UMKM yang
didampingi go online

Jumlah UMKM yang
memperoleh layanan
pengelolaan keuangan

Jumlah UMKM yang
memperoleh layanan
pengelolaan keuangan



URAIAN TARGET URAIAN TARGET URAIAN TARGET
1 3 4 6 7 9

SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN

2 5 8

2. Meningkatnya
Pembinaan dan
Pemberdayaan
UKM

a. Jumlah UKM yang
dibina

2000
UKM

1.
Meningkatnya
Pembinaan dan
Pemberdayaan UKM

a. Jumlah UKM yang
dibina

2000
UKM

b.Jumlah Sentra Usaha
UKM yang dibina

1 sentra b. Jumlah Sentra Usaha
UKM yang dibina

1 sentra

3. Meningkatnya
Jaringan Usaha
dan Pemasaran

a. Jangkauan Pemasaran 5
Provinsi

1. Meningkatnya
Jaringan Usaha dan
Pemasaran

a. Jangkauan Pemasaran 5
Provinsi

b. Jumlah UKM yang
Mendapat Akses
Permodalan

30 UKM b. Jumlah UKM yang
mendapat akses
permodalan

30 UKM

2. Persentase Pelaku
Usaha yang Bernilai
Tambah dari Aspek
Sertifikasi, HaKI,
dan Paten

75 % c

Jumlah Pelaku Usaha
yang Bernilai Tambah
dari aspek, HaKI dan
Paten

12 UKM c. Jumlah UKM yang
mendapat HaKI dan
Paten

12 UKM

5. a
.

Jumlah koperasi yang
diaudit oleh akuntan
publik

20
Koperasi

a. Jumlah koperasi yang
dinilai kesehatannya

30
Koperasi

b. Jumlah monev
terhadap Tindaklanjut
penilaian simpan
pinjam koperasi

25
Koperasi

c. Jumlah evaluasi dan
pelaporan penilaian
kesehatan koperasi

20
Koperasi

Meningkatnya
Pengawasan
terhadap
Kelembagaan
dan Usaha
Koperasi

Meningkatnya
Upaya Penilaian
Kesehatan Koperasi



URAIAN TARGET URAIAN TARGET URAIAN TARGET
1 3 4 6 7 9

SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN

2 5 8

b
.

30
Koperasi

Meningkatnya
Kualitas
Kelembagaan Usaha
Koperasi

a. Jumlah koperasi yang
diaudit oleh Akuntan
Publik

20
Koperasi

b. Jumlah pengawasan
dan pemeriksaan pada
kelembagaan koperasi,
kepatuhan, legalitas
dan tata laksana
terhadap peraturan
perundang undangan
koperasi

30
Koperasi

6. Meningkatnya
Pemahaman
Aturan
Perkoperasian

a
.

15
Koperasi

Meningkatnya
Pengawasan
terhadap Penerapan
Aturan
Perkoperasian
Tingkat Provinsi

a. Jumlah peningkatan
kepatuhan koperasi
terhadap peraturan
perundang – undangan

25
Koperasi

b. Jumlah koperasi yang
diawasi penerapan
peraturan usaha
koperasi

15
Koperasi

c. Jumlah penerapan
sanksi terhadap
pelanggaran peraturan
kelembagaan, usaha
dan pembiayaan
koperasi

7
Koperasi

Jumlah pengawasan
dan pemeriksaan pada
kelembagaan koperasi,
kepatuhan, legalitas
dan tata laksana
terhadap peraturan dan
perundang-undangan
koperasi

Jumlah pengawasan
dan pemeriksaan pada
kelembagaan koperasi,
kepatuhan, legalitas
dan tata laksana
terhadap peraturan dan
perundang-undangan
koperasi



URAIAN TARGET URAIAN TARGET URAIAN TARGET
1 3 4 6 7 9

SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN

2 5 8

b
.

Jumlah penerapan
sanksi terhadap
pelanggaran peraturan
kelembagaan, usaha
dan pembiayaan
koperasi jumlah
peningkatan kepatuhan
peraturan perundang-
undangan

7
Koperasi

18. Meningkatnya
Kinerja
Pelayanan
Perkantoran
yang Tertib
Administrasi

a
.

Persentase Tertib
Adminitrasi Barang

90% 24.Meningkatnya
pelayanan perkantoran
yang Memenuhi
Tertib Administrasi

a. Jumlah Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

12 Bulan

b
.

Indeks kepuasan
masyarakat

B b. Persentase Disiplin
Pegawai

90%

19. Meningkatnya
Akuntabilitas
Keuanga

a
.

Persentase LHP
ditindaklanjuti

100% 25.Meningkatnya sarana
dan prasarana
Aparatur

12 Bulan

b
.

Jumlah Laporan
Keuangan

13 Dok 26.Meningkatnya
Pelaksanaan
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur

13 Dok

20. a
.

Jumlah Dokumen
Laporan Kinerja

10 Dok 27.Meningkatnya capaian
kinerja dan
Akuntabilitas Kinerja

10 Dok

b
.

Jumlah Waktu Data dan
Informasi

12 Bulan 28.Meningkatnya
Capaian Administasi
Keuangan yang Lebih
Baik

100%

Optimalnya
penyusunan
perencanaan
Program /
Kegiatan Dinas
Koperasi dan
UKM Prov.
Lampung

Jumlah dokumen laporan
keuangan

Persentase Temuan yang di
tindaklanjuti

Jumlah Pemanfaatan Barang
dan Jasa

Jumlah SDM Aparatur yang
mengikuti Diklat



URAIAN TARGET URAIAN TARGET URAIAN TARGET
1 3 4 6 7 9

SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN

2 5 8

c
.

Nilai Evaluasi SAKIP B 29.
a.

Jumlah dokumen
perencanaan

10 Dok

b.
Nilai AKIP B

30.Meningkatnya
ketersediaan data dan
Informasi

12 Bulam

31.
Meningkatnya
Sinkronisasi program
antara Pusat dengan
Daerah

15 Kab/
Kota

Optimalnya
penyusunan
perencanaan
Program /
Kegiatan Dinas
Koperasi dan
UKM Prov.
Lampung

Meningkatnya capaian
kinerja

Jumlah data dan informasi

Jumlah Koordinasi antara
pusat dan Daerah
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BAB  III
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2018 Dinas

Koperasi dan UKM Provinsi Lampung merupakan bentuk rencana pelaksanaan

kegiatan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan

tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran, maka pencapaian

Akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2018

adalah diharapkan dapat terlaksana sebesar 100%.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Dinas Koperasi dan UKM

Tahun 2018 ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dan

bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan selama

Tahun 2018.

Bandar Lampung, Januari 2017

KEPALA DINAS

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610307 198603 1 007
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